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Globalisasi dan liberalisasi industri ketenagalistrikan telah menembus batas teritorial
negara-negara di dunia, dan memisahkan pondasi pada tatanan kehidupan masyarakat yaitu
Ideologi. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun
2009 yang bersendikan liberal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara yakni infrastruktur ketenagalistrikan  berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan
perubahannya, di hadapkan dengan hegemoni ekonomi global yang liberal kapitalistik. Adanya
gab anatara pemenuhan kebutuhan energi listrik dan pembangunan hukum energi
ketenagalistrikan yang mampu beradaptasi pada tantangan globalisasi tetapi tidak mengabaikan
konstitusi Negara republik Indonesia dan karakter ke-Indonesiaan menjadi tema yang menarik
untuk di teliti.
Asumsi tidak adanya konsistensi antara politik hukum  hak menguasai negara atas cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dengan praktik pembuatan hukum dan pelaksanaannya
pada bidang ketenagalistrikan ini mendorong penulis untuk mengungkap, mengidentifikasi
kebijakan ketenagalistrikan. Mengapa hukum energi ketenagalistrikan Indonesia liberal dan tidak
menyejahterakan?Bagaimana konsep hukum energi ketenagalistrikan Indonesia yang
menyejahterakan? Disertasi ini hanya membatasi membahas hukum energi ketenagalistrikan tidak
membahas hukum energi primer dari pembangkit listriknya. Melalui metode studi kepustakaan
data yang di peroleh di analisis secara deduktif kemudian di paparkan secara diskriptif, hasil
analisis kemudian di interpretasikan untuk menemukan makna yang terdapat di balik hasil
analisis pada tahap sebelumnya.
Penelitian hukum ketenagalistrikan ini merupakan sebuah upaya ilmiah untuk menemukan
cahaya ilmu dan mensinergikan kepada kebenaran hakiki, kebenaran yang haq supaya bisa
memberi pencerahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Negara
Indonesia sudah seharusnya memberlakukan  hukum ketenagalistrikan bersendikan dari ideologi
negara Indonesia yaitu berke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis filosofis ini menggunakan data
sekunder sebagai sumber data utamanya dan di jelaskan dengan metode kualitatif, dengan
pendekatan yuridis-normatif. Penulisan disertasi ini berupaya menawarkan sebuah perspektif
baru dalam ilmu hukum yaitu hukum energi ketenagalistrikan dalam perspektif Maqashid al-
Syariah asy-Asyatibi, tujuan hukum adalah kemaslahatan(kesejahteraan). Integrasi antara hukum
positip dan nilai kesejahteraan dalam perspektif Maqashid al-Syariah asy-Asyatibi akan
menjadikan hukum energi ketenagalistrikan Indonesia pada fungsinya yaitu untuk tercapainya
kesejahteraan umum.
Hasil dari penelitian disertasi ini menemukan  bahwa kebijakan Ketenagalistrikan di
Indonesia, dalam upaya pemenuhan kepentingan umum terhadap tercukupinya energi listrik, yang
berdasarkan ekonomi Pancasila ini  terseret arus ekonomi liberal atau pasar bebas di tandai
dengan naiknya secara signifikan jumlah pembangkit listrik swasta. Pada tahun 2015 hanya 30 %
tahun 2020 menjadi 50-an %. Kebijakan Ketenagalistrikan di  Indonesia harus tunduk pada
konstitusi Negara Republik Indonesia, Infrastruktur ketenagalistrikan  sebagai cabang produksi
yang penting oleh negara dan harus  di kuasai negara. Menurut penulis pihak swasta kepemilikan
pembangkit listrik  tak boleh lebih dari 20 %, baik sub sistem maupun keseluruhan sistem.
Kebijakan pemenuhan kebutuhan kepentingan umum yaitu energi listrik harus memperhatikan
konstitusi negara sebagai panduan bernegara, ketidak patuhan kebijakan terhadap konstitusi
negara Indoneia   kedepannya atau masa yang akan datang akan berimplikasi terhadap eksistensi
negara Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
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ABSTRACT
Globalization and liberalization of the electricity industry have penetrated the territorial
borders of the countries of the world, and separated the foundation of the order of people's lives,
namely Ideology. The Government of Indonesia enacted the Electricity Law No.30 of 2009 which
has a liberal foundation. The right to control the state over production branches that are important
to the state, namely electricity infrastructure based on Article 33 of the 1945 Constitution and its
amendments, is confronted with a liberal capitalistic global economic hegemony. The existence of
the gap between the fulfillment of electricity needs and the development of electricity energy laws
that are able to adapt to the challenges of globalization, but do not neglect the constitution of the
Republic of Indonesia and the character of Indonesia being an interesting theme to study.
The assumption of the lack of consistency between the political law of the state's right to
control the branches of production that are important to the state with the practice of lawmaking
and its implementation in the electricity sector encourages the author to uncover, identify
electricity policies. Why are Indonesia's electricity energy laws liberal and not prosperous? What is
the concept of Indonesia's electricity energy law that is prosperous? This dissertation only limits the
discussion of electricity energy law, does not discuss the primary energy law of the power plant.
Through the method of library research the data obtained are analyzed deductively and then
explained descriptively, the results of the analysis are then interpreted to find the meaning
contained behind the results of the analysis in the previous stage.
This electricity law research is a scientific effort to find the light of science and synergies of
the ultimate truth, the truth that must be able to enlighten the minds and hearts of researchers,
society and humanity. The Indonesian state should have enacted electricity law based on the
ideology of the Indonesian state, namely the deity of the Almighty.
Normative legal research with a philosophical juridical approach uses secondary data as the
main data source and is explained by qualitative methods, with a juridical-normative approach.
The writing of this dissertation seeks to offer a new perspective on law, namely electricity energy
law in the perspective of Maqashid al-Shariah asy-Syatibi, the purpose of law is welfare (welfare).
The integration between positive law and welfare values in the perspective of Maqashid al-Sharia
asy-Syatibi will make Indonesia's electricity energy law in its function, namely to achieve public
welfare.
The results of this dissertation study found that electricity policy in Indonesia, in an effort
to fulfill the public interest in the supply of electricity, which is based on the Pancasila economy is
dragged down by liberal economic flows or free markets marked by a significant increase in the
number of private power plants. In 2015 only 30% in 2020 became 50%. Electricity Policy in
Indonesia must comply with the constitution of the Republic of Indonesia, Electricity,
Infrastructure as an important branch of production by the state and must be controlled by the
state. According to the authors the private party ownership of the power plant should not be more
than 20%, both sub-systems and the whole system. The policy of meeting the needs of the public
interest that is electrical energy must pay attention to the state constitution as a state guideline,
policy non-compliance with the Indonesian constitution going forward or in the future will have
implications for the existence of the Indonesian state and the welfare of all the people of Indonesia.




A. Latar Belakang Masalah
Dunia modern bergantung pada pasokan energi yang cukup untuk mendorong semua kegiatan
ekonomi seperti transportasi, komunikasi, proses industri, sistem produksi makanan, pendidikan,
keamanan dan kesehatan. Energi adalah sumber kehidupan ekonomi di seluruh dunia dan pertumbuhan
ekonomi global bergantung pada pasokan energi yang memadai, dapat diandalkan dan terjangkau
keamanan energi sebagai ketersediaan energi. Adanya  infrastruktur ketenagalistrikan berkaitan dengan
tersedianya  energi listrik yang hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah
dan sangat berpengaruh terhadap  kemakmuran dan kesejahteraan wilayah tersebut.
Negara-negara berkembang meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi mereka melalui
penggunaan energi  listrik, pertumbuhan dalam tingkat populasi dan urbanisasi telah menjadi pendorong
utama konsumsi energi dunia. Ketersediaan sumber energi yang cukup sangat penting bagi pembangunan
industri dan sosio-ekonomi yang berkelanjutan di negara manapun. Pertumbuhan ekonomi, kemakmuran
dan keamanan nasional suatu negara sangat bergantung pada kecukupan pasokan energi
listriknya.Tersedianya energi listrik yang cukup, berkualitas dan terjangkau oleh konsumen  untuk suatu
wilayah memerlukan perencanaan tepat, cermat dan terukur supaya terjadi efisiensi energi. Dengan
demikian, keamanan energi tidak hanya memerlukan cadangan energi atau potensi yang memadai namun
juga ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauannya. Tersedianya energi listrik yang cukup dan
berkualitas tersebut keberadaanya harus memelurkan  payung hukum energi ketenagalistrikan  yang
mempunyai konsep hukum yang mengakar secara kuat.
Setiap tata hukum mencerminkan pandangan hidup tertentu yang dianut oleh kelompok
masyarakat atau suatu bangsa tertentu. Konstruksi hukum lokal yang di gali dari modal sosial pada
akhirnya akan berlaku efektif karena apa yang menjadi visi, misi, cita-cita serta harapan dari aktor-aktor
yang membuat hukum terakomodir dengan baik. Bila konstruksi hukum digali dari modal sosialnya maka
hukum tersebut mencerminkan karakteristik masyarakatnya, oleh karenanya pandangan hidup ini menjadi
dasar berlakunya dan menjadi penuntun arah perkembangan tata hukum. Hukum yang baik adalah hukum
yang mampu mengakomodasi serta memberikan rasa keadilan pada orang-orang yang diaturnya, hukum
yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup.
Hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang di alami oleh manusia dalam hidupnya dan
juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu dalam membuat peraturan-peraturan hukum harus
berlandaskan moral, etika dan agama (ad-dien). Manusia  pada masa post modern ini untuk mencukupi
kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup memerlukan energi listrik, karena  sudah menjadi suatu
kebutuhan primer. Pemenuhan  kebutuhan primer energi listrik  tersebut harus di jaga terus ada dan
terjangkau harganya, di perlukan sebuah regulasi atau hukum ketenagalistrikan yang bisa menjaga
kesetimbangan kepentingan antara pelaku usaha ketenagalistrikan, konsumen dan negara, demi
kemaslahatan atau kesejahteraan umum sebagai cita-cita negara Indonesia.
Sampai tahun 1990-an di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, ada anggapan bahwa
persaingan tidak sesuai untuk sektor kelistrikan karena kepentingan makro ekonominya. Reformasi sektor
kelistrikan di lakukan biasanya dengan alasan berkaitan dengan liberalisasi dan restrukturisasi
berorientasi pasar, tujuan keberlanjutan dan iklim, terkait dengan efektivitas dalam meningkatkan
ekonomi, efisiensi teknis dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ketenagalistrikan tersebut merupakan
pergulatan kepentingan penguasaan energi listrik dalam mewujudkan setiap apa yang menjadi tujuan
dari para pihak yang mempunyai kepentingan di bidang energi listrik. Menggantikan monopoli publik
lama dengan perusahaan baru yang lebih efisien dan menguntungkan yang bisa beradaptasi dengan baik
terhadap interaksi ekonomi  dan perubahan teknologi yang pesat saat menjadi alasan liberalisasi energi
listrik.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, memberikan akses
partisipasinya pihak pemodal swasta ikut dalam penyelenggaraan infrastruktur ketenagalistrikan.
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang mempunyai hubungan dengan pembangunan ekonomi
yang muaranya adalah  kesejahteraan secara kolektif sangat memerlukan sarana dan pranata hukum yang
komprehensif, Liberalisasi semacam ini tentu saja tidak sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar
1945, yaitu mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Hukum
demokrasi ekonomi Indonesia sesuai amanat konstitusi menghendaki kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Menurut pendapat Asy-Syatibi bahwa tujuan keberadaan hukum adalah untuk
kemaslahatan (kesejahteraan) manusia secara umum.
Pemerintah Indonesia pada saat ini sedang giat giatnya membangun infrastruktur ketenagalistrikan
yaitu proyek 35.000 MW, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sampai tahun 2034. Berpijak pada
realitas di atas, adanya kebijakan liberalisasi ketenagalistrikan yang menyebabkan adanya pasar bebas
energi listrik, kapitalis mengejar keuntungan sedangkan konstitusi negara Indonesia menghendaki
ekonomi kekeluargaan dan kesejahteraan umum. Terjadi gab antara  pemenuhan kebutuhan energi listrik
dan pembangunan hukum energi ketenagalistrikan yang mampu beradaptasi pada tantangan globalisasi
tetapi tidak mengabaikan kebutuhan  nasional dan karakter keindonesiaan, menjadi tema yang menarik
untuk diteliti.
B. Fokus Studi dan Permasalahan
Berdasarkan uraian sebagaimana terdeskripsi pada latar belakang  masalah di atas, maka
disertasi ini  menfokuskan kajian pada hukum energi ketenagalistrikan di Indonesia dan penulisan
disertasi ini membatasi untuk  tidak membahas hukum energi primer dari ketenagalistrikan.
Berdasarkan fokus studi tersebut, masalah yang akan dikaji dalam disertasi ini di rumuskan sebagai
berikut :
1. Mengapa hukum energi ketenagalistrikan Indonesia liberal dan tidak menyejahterakan ?
2. Bagaimana konsep hukum energi ketenagalistrikan Indonesia yang menyejahterakan ?
C. Orisinalitas dan Kebaharuan Penelitian
Posisioning dari disertasi ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan,
bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian ini meneliti kebijakan
ketenagalistrikan di Indonesia dan dengan memperhatikan perkembangan kebijakan ketenagalistrikan di
beberapa  negara di antaranya:  Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, beberapa negara Afrika dan
Asia. Penelitian ini mencermati liberalisasi ketenagalistrikan, dan yang menjadi alasan liberalisasi,
pemenuhan kebutuhan energi listrik, pembangunan hukum energi ketenagalistrikan, konstitusi negara
Republik Indonesia. Energi listrik sebagai struktur dasar kebutuhan pertumbuhan ekonomi, dan
kesejahteraan umum. Penelitian ini membahas kebijakan energi ketenagalistrikan dari segi kesejahteraan
dengan membandingkan hukum positif liberal dengan hukum Islam-Asy Syatibi dan dalam perspektif
Indonesia.
Disertasi ini berbeda dengan penelitian Shinta Dewi Rismawati, Rekonstruksi Penguatan
Kelembagaan dan Pranata Hukum di Bidang Ketenagalistrikan Berbasis Modal Sosial : Studi tentang
pengusahaan ketenagalistrikan mikrohidro Curug Muncar Pekalongan, yang membahas tentang
konstruksi hukum lokal yang di gali dari modal sosial pada akhirnya akan berlaku efektif karena apa yang
menjadi visi, misi, tujuan, cita- cita serta harapan dari actor-aktor yang membuat hukum terakomodir
dengan baik. Kontruksi hukum yang demikian selaras dengan spiritualitas hukum progresif yang
menekankan nilai humanis, keadilan, konstraktual serta konstektualitas. Bila konstruksi hukum digali dari
modal sosialnya maka hukum tersebut mencerminkan karakteristik masyarakatnya.
Disertasi ini berbeda dengan penelitian Suryo Utoro, Proses Formulasi Kebijakan Privatisasi
Pembangunan Listrik Indonesia Pada Tahun 1980-an : Kasus Listrik Swasta PLTU Paiton I, yang
membahas tentang Upaya pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan paradigma pro-pasar
telah menggejala di tahun 1980an. Dalam pembangunan PLTU Paiton I, corporate power dari pebisnis
lokal memainkan peran signifikan dalam menjembatani ambisi ekspansi pelaku ekonomi asing dengan
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ambisi kekuasaan dari penguasa dalam sistem politik yang otoriter. Pelibatan kroni penguasa dalam
aktivitas bisnis ini menjadi kunci bagi keberha silan untuk memperoleh dukungan politik. Walaupun
terdapat blue- print rencana privatisasi ini akan dilaksanakan secara gradual dan terencana, namun
pelaksanaannya sangat tergantung dari kemauan penguasa yang memegang kekuasaan politik. Formulasi
kebijakan keputusan privatisasi listrik di PLTU Paiton I dilaksanakan di dalam setting politik yang tidak
demokratis dan otoriter. Di dalam setting negara yang otoriter maka implikasi kemenangan sudah dapat
dipastikan didapatkan oleh kepentingan penguasa dengan meminggirkan kepentingan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan listrik, dan yang diikuti kemenangan
kepentingan lain dari para pebisnis yang dalam prosesnya.
Disertasi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Heru Setiawan, Implikasi undang - undang
nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terhadap PT PLN (persero) dan peluang swasta dalam
industri ketenagalistrikan, yang membahas kompetisi di bidang ketenagalistrikan baru terdapat pada
sektor pembangkitan, sementara usaha distribusi dan atau usaha penjualan akan melaksanakan usaha di
wilayahnya masing-masing, sedangkan usaha transmisi secara dominan masih dilaksanakan Perusahaan
Listrik Negara (PT PLN Persero ).
Disertasi ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan Abdi Jusra, (PPA) antara PT Paiton
Energy Company tinjauan hukum terhadap power purchase agreement dengan Perusahaan Umum
Listrik Negara (PLN), yang menyatakan bahwa PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan
dalam negosiasi melalui tim negosiasi pemerintah kerap menerima tekanan dan tidak berdaya untuk
menerima tawaran dari Paiton. Paiton selama negosiasi melakukan komunikasi terpisah dengan
pimpinan pemerintahan, dan tawaran yang diajukan kepada tim negosiasi adalah sama dengan keinginan
Paiton. Memiliki hubungan kekerabatan dan akses terhadap pimpinan pemerintahan yang otoriter,
membuat pihak Paiton memiliki keunggulan psikologis selama negosiasi. Kondisi tertekan ini
menyebabkan kontrak yang timbul antara PLN dengan Paiton terbentuk secara tidak sempurna dan dapat
dikategorikan sebagai kontrak yang memiliki cacat.
D. Tujuan dan Kontribusi
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya hukum energi
ketenagalistrikan yang menyejahterakan. Secara terperinci penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan preskripsi model hukum ketenagalistrikan yang akan
datang yang mencakup  :
1. Mendeskripsikan pengaturan ketenagalistrikan di berbagai negara dan mendeskripsikan
pengaturan energi ketenagalistrikan di Indonesia yang ke arah liberal.
2. Mengekplorasi konsep hukum energi ketenagalistrikan yang berbasis kesejahteraan.
Adapun kontribusi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Dengan terekplorasinya pengaturan  energi ketenagalistrikan di berbagai  negara dan Indonesia akan
memudahkan untuk merumuskan hukum energi ketenagalistrikan yang berbasis kesejahteraan.
2. Hukum energi ketenagalistrikan yang berbasis nilai kesejahteraan yang di bangun dalam penelitian ini
dapat menjadi alternative bagi para pembuat hukum dan kebijakan dan di harapkan akan menjadi dasar
bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengambil objek yang relative sama, dengan focus dan
juga perspektif yang berbeda.
E. Alur Kerangka Pemikiran dan Road Map penelitian
Penelitian ini diawali dengan penetapan tujuan penelitian untuk memperoleh konsep mengenai
hukum energi ketenagalistrikan yang berbasis nilai-nilai kesejahteraan, dengan mendasarkan pada
berbagai penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan paradigma hukum yang
mengintegrasikan norma hukum adat, barat dan Islam kemudian menafsirkan ulang menggunakan
teori kemaslahatan atau kesejahteraan asy-Syatibi.
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Gambar.1. Road map Skema Alur Pemikiran
F. Metode Penelitian
Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu
dan mensinergikan kepada kebenaran hakiki, kebenaran yang haq serta memberi pencerahan kepada
akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan
mencari ilmu untuk meningkatkan ketagwaan kepada Allah Yang Maha benar. Setiap ilmu memiliki
karakteristik tersendiri dalam upaya eksistensi dan perannya dalam mencapai tujuannya yang asasi
yaitu kebenaran, memerlukan prosedur yang tepat dan benar, sehingga hasilnya dapat
dipertangungjawabkan secara ilmiah. Metode yang di gunakan pada penelitian Disertasi ini adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis.
1. Langkah Langkah Penelitian
Untuk dapat memahami fokus penelitian dan menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan
maka dilakukan serangkaian kegiatan yang terumus dalam langkah-langkah penelitian berikut
ini:kepustakaan,wawancara tidak terarah, sebagai data pendukung lalu di inventarisasi data-data yang
bersumber dari (1) Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur ketenagalistrikan,
doktrin,  di olah dan di analisis dengan secara deduktif dan di paparkan secara diskriptif.
Tahap kedua dilakukan pencarian, pengolahan, dan analisis data tentang (1) Pengaturan atau
kebijakan  ketenagalistrikan di beberapa negara (2) Doktrin,  untuk memperoleh gambaran secara
sistematis dan objektif tentang perkembangan pengaturan atau kebijakan ketenagalistrikan di beberapa
negara.  Tahap ketiga, dilakukan pencarian, pengolahan dan analisis data tentang hukum yang akan
merespon perkembangan hukum energi ketenagalistrikan yang telah berjalan.  Melalui metode studi
kepustakaan, di inventarisasi data -data yang bersumber dari pendapat para Ahli dan pendapat Asyi-
Syatibii yang mejadi pendukung utama serta unsur-unsur yang membentuk basis paradikma
kesejahteraan, sebagai integrasi antara hukum positip dan hukum agama Islam perspektif Asy-Syatibi.
2. Metode Pendekatan
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka mendasarkan pada penelitian hukum
yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif atau yuridis-dokmatik, penelitian ini menguraikan
tentang bahan-bahan yang digunakan (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier) dimana diperoleh dan bagaimana bahan-bahan hukum tersebut di interpretasi dan di analisis.
3. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menggunakan data
sekunder sebagai sumber data utamanya.
4.Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang terarah dan sesuai standar metode penelitian merupakan prasyarat dalam
pengumpulan data. Pengumpulan data yang sesuai dengan standar metode penelitian tersebut maka
peneliti melaksanakan aktivitas pengumpulan data yang relevan dengan penelitian dan  dengan studi
pustaka sesuai dengan permasalahan penelitian, dan di tambah dengan data pendukung berupa
wawancara tidak berstruktur kepada beberapa pihak untuk mendapatkan informasi atau data yang
relevan dengan penelitian.
5.Teknik Analisis Data
Data yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas menggunakan metode deduktif sesuai dengan
jenis penelitian doctrinal yang bersifat normative yang digunakan yaitu inventarisasi hukum, uji taraf
sinkronisasi, dan perbandingan hukum, maka analisis di awali dengan objek penelitian. Setelah proses
inventarisasi tersebut selesai, maka analisis di lanjutkan. Dengan cara mencari kesesuaian antara
norma yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang -undangan yang ada baik di Indonesia
maupun di negara lain sehingga pada tahap akhirnya dapat ditemukan taraf kesesuaian antara
baerbagai peraturan perundang undangan.
BAB II :
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
A. Kajian Pustaka
1.  Liberalisme
Liberal berarti bersifat bebas atau berpandangan bebas, Liberalisme, adalah sebuah istilah asing
yang diambil dari bahasa Inggris, yang berarti kebebasan. Liberalisme adalah paham atau ideologi yang
menekankan pada kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang secara historis dikaitkan dengan para
pemikir seperti John Locke dan Montesquieu. Revolusi besar yang terjadi pada tahun 1688 di Inggris
telah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan negara liberal modern dengan membatasi kekuasaan
monarki secara konstitusiona, supremasi parlemen, pengesahan Bill of Rights, dan menetapkan prinsip
“persetujuan dari yang diperintah. Sejarah liberalisme termasuk juga liberalisme agama adalah tonggak
baru bagi sejarah kehidupan masyarakat Barat dan karena itu, disebut dengan periode pencerahan. Paham
ini bermuara pada kapitalisme melalui pasar bebas. Sedangkan liberalisme ekonomi mendukung
kepemilikan harta pribadi dan menentang peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi hak-hak
terhadap harta pribadi. Paham ini bermuara pada kapitalisme melalui pasar bebas. Sistem pasar bebas dan
sistem di mana tidak ada campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk menjamin kebebasan
individu.
2. Negara Kesejahteraan
Negara-negara kesejahteraan demokratis di Eropa sering dianggap berasal dari globalisasi
ekonomi, yaitu integrasi pasar modal, barang dan jasa dunia yang telah menghilangkan kontrol nasional
suatu negara atas batas-batas transaksi ekonomi, sehingga menghadapkan produsen nasional ke
kompetisi di seluruh dunia. Kebijakan negara kesejahteraan yang efektif bergantung pada kekuasaan
pemerintah pusat. Ekspansi negara kesejahteraan melibatkan pemberlakuan kebijakan populer di
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lingkungan kelompok kepentingan yang relatif belum berkembang, dasarnya terutama diciptakan oleh
gagasan neoliberal, yang menekankan tanggung jawab pribadi dan menganggap jaminan sosial hanya
sebagai sesuatu yang di inginkan untuk beberapa kelompok tertentu. Kesulitan negara-negara
kesejahteraan Eropa dalam menghadapi integrasi ekonomi Eropa, melihat dari pengalaman sub unit
teritorial di negara-negara federal yang secara ekonomi terintegrasi, implikasinya tampaknya adalah
bahwa persaingan ekonomi menghambat regulasi negara kesejahteraan.
3. Hukum
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya
hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya, ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang
adanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional, hukum diciptakan untuk dijalankan.
Hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum, demikian pendapat
Paul Scholten.
Pemikiran negara hukum yang maju di era modern bermula dari filosof besar Yunani yaitu Plato
dan muridnya Aristoteles. Plato dalam bukunya Nomoi menyatakan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik adalah diatur oleh hukum. Kemudian dipertegas oleh Aristoteles, negara yang baik adalah negara
yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.
Sistem hukum yang modern adalah sistem hukum yang mencerminkan rasa keadilan bagi
masyarakat, sesuai dengan kondisi masyarakat yang di aturnya, di buat sesuai dengan prosedur yang di
tentukan. Ciri-ciri modernitas yang lain, terutama di dunia hukum,sebagaimana dijelaskan oleh
Rahardjo (1986: 178-179)adalah (1) mempunyai bentuk tertulis; (2) hukum itu berlaku untuk seluruh
wilayah negara; dan (3).hukum merupakan instrument yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan
keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Sehingga hukum itu dapat di mengerti oleh masyarakat.
Suatu sistem hukum yang kemudian dipergunakan di suatu negara tidak lepas sejarah tradisi (hukum) dan
budaya (hukum) legal culture yang dianut pada masyarakat tersebut. Berangkat dari latar belakang itulah
kemudian lahirlah bermacam-macam sistem hukum di dunia yang mengikuti tradisi dan budaya
masyarakat itu. Sistem hukum yang saat ini berlaku didominasi oleh tiga sistem hukum besar, yaitu
sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.
Problem paling dasar adalah pembentukan hukum yang tidak berimbang, yaitu dominasi sistem
hukum Barat atas hukum agama dan adat sehingga menimbulkan persoalan karena karakter hukum Barat
yang sekuler. Konteks barat yang meliberalisasi agama meletakkan agama dalam konteks budaya dan hal
ini menjadi dasar dan mempengaruhi pola pikir pelaku paham liberal untuk memanivestasikan dalam
prinsip-prinsip ekonomi. Semua aspek produksi dalam konteks persaingan bebas dan hal ini masuk politik
ekonomi.
Hukum modern adalah sistem hukum yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum
yang berasal dari Eropa Barat yang tumbuh pada abad ke-19 bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme
dan hukum perusahaan memainkan peran penting dalam kodifikasi hukum dagang selama abad ke-19.
Akan tetapi, perlu dikemukakan pendapat Boaventura De Sousa Santos yang menyatakan bahwa,
saintifikasi dan sistem hukum modern yang dibangun pada abad ke-19 dimaksud untuk kepentingan
melayani tatanan sosial yang bercorak pasar bebas yang kompetitif melalui kebebasan yang dijamin oleh
sistem demokrasi. Lebih lanjut dikatakannya, ahli hukum abad ke-19 (di Eropa Barat) telah menciptakan
sistem sistem hukum modern yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas yang harus ada dalam sebuah
republic.
Hamid Fahmi Zarkasi mengatakan bahwa, sejak revolusi Perancis khususnya di Eropa, perilaku manusia
untuk berekonomi dan berpolitik bebas dari agama, tindakan tidak beradab ini menunjukkan bahwa
moralitas di situ sudah di hilangkan tidak ada ikatan moral dalam berekonomi maupun berpolitik di dalam
kehidupan ini dan orang-orang yang merasa mendapatkan otoritas dari Tuhan.
Selanjutnya  berkembang menjadi sebuah paham yang melekat pada kapitalisme kapitalisme liberalisme
adalah satu ideologi yang mempunyai kesamaan dengan pemikiran yang begitu luas yaitu yang kemudian
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masuk ke dalam itu sudah tidak lagi membawa nilai yang tidak membawa namanya nilai-nilai agama dan
moral sudah tidak diperhatikan.
Negara kita mempunyai asas ekonomi Pancasila dengan bisa masuknya paham kebebasan tersebut artinya
sudah tidak lagi ada ikatan ideologi lagi ke paham yang berketuhanan Yang Maha Esa, kita melupakan
ideologi bangsa kita sendiri kita terpengaruh oleh paham liberal yang sangat masif dalam berbagai bidang
kehidupan ini yang saya pahami dari liberalisme dimasukkan ke Indonesia dalam bentuk paham yang
katanya untuk meng counter paham radikalisme dan ini  sebenarnya adalah paham westernisasi.
Hal ini  yang digunakan untuk mengisi pikiran rakyat Indonesia untuk berpikir seperti orang barat tidak
melulu pemikiran keagamaan demokrasi di situ dimasukkan feminisme kesetaraan gender dan lain -lain,
ini artinya bukan lagi meliberalkan pemikiran keagamaan atau kewarganegaraan Indonesia ini sudah
westernisasi yang intinya adalah menaklukkan cara berpikir bangsa Indonesia ini dari yang Indonesia
sentris nasionalisme menjadi Western sentris itu yang pada gilirannya nanti akan mempengaruhi cara
berpikir para politisi kita sudah tidak lagi berpikir berbasiskan pada Pancasila tapi sudah masuk di situ
liberalisme pragmatis termasuk cara berpolitik yang sangat sekuler lagi liberal.
Negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum
yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Sebagai
akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum.  Karena itu setiap sistem hukum
nasional dan penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita-
cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.
Adapun nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofi Pancasila, yakni:
1. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan
sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat
dalam sila Persatuan Indonesia.
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komunitas manusia itu sangat membutuhkan aturan yang menjadi pedomannya dalam mewujudkan
kemaslahatan bersama. Adalah pemerintah yang memikul tugas dan tanggung jawab. Ini seperti yang
ditetapkan oleh syariat dan harus ditunaikannya dengan baik serta sungguh-sungguh, sehingga
terwujudlah kemaslahatan dan kemanfaatan secara menyeluruh.
Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan merupakan kewajiban agama yang
paling besar. Bahkan, tidak ada artinya penegakan agama dan dunia tanpa adanya pemerintahan.
Kemaslahatan bani Adam tidak akan berjalan secara sempurna kecuali dengan membentuk komunitas
yang berada dalam bingkai pemerintah, karena sebagian di antara mereka pasti membutuhkan sebagian
yang lain. Telah datang di hadapan kita syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang berisi aturan yang
sempurna dan mengajak kepada kemuliaan. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan aturan yang
sempurna namun tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala, tidaklah yang dia dapat selain
aturan yang penuh kekurangan.
Di dalam kitab  al-Muwafaqat Asy-Syatibi menyatakan1:
Sesungguhnya hukum itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akherat. Pengertian
tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan hukum menurut As-Syatibi adalah kesejahteraan umat manusia,
kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia,
pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional
dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Jadi tujuan dari hukum illahi mencakup setiap aspek
1 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, Beirut : Dar Al-Marefah,1431, hlm 9.
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keberadaan manusia termasuk perkembangan manusia dengan penekanan khusus pada kesejahteraan
umum setiap individu2.
As-Syatibi juga mengatakan bahwa menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak
bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Kegiatan-
kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut maslahah tersebut
harus dikerjakan sebagai suatu religious duty  atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia
tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki maslahah bagi umat manusia,
disebut “ needs ” atau kebutuhan, dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi. Asy-Syatibi menggunakan
kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-Maqashid, kata -kata itu ialah Maqashid al-Syari’ah, al
Maqashid al-Syar’iyyah dan Maqashid min Syar’I al hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut
mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturnkan oleh Allah subhanahuwata’ala.
Menurut asy-Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian mafsadah yang tidak hanya
berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka mememelihara hak hamba.
Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat asy-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak
dapat menentukan baik dan buruknya sesuatu, maksudnya justifikasi baik dan buruk terhadap suatu
tindakan atau pandangan al-Syatibi memberi dua dlawabith al-maslahah (kriteria maslahat) sebagai
batasan : pertama , maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan
membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua, maslahah itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas
ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat. Tuhan telah mengungkapkan syariat-Nya yang menjadi
berkah bagi semua manusia. Dengan demikian, Syariah harus selalu membawa manfaat. Karena itu,
ketika seorang ahli hukum Islam mengeluarkan fatwa, ia tidak boleh mengabaikan tujuan hukum Islam,
yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat ini3. Imam syafi’I rahimahullah menjelaskan kedudukan akal
terhadap syara’, dikatannya bahwa akal itu mengikuti syara’, dan di serupakannya dengan mata yang
mempunyai pandangan terbatas dimana jangkaunnya berhenti pada batas itu, demikian pula dengan akal
yang mempunyai batas dimana ia terhenti pada batas itu4.
Dalam al-Muwafaqot, al-Syatibi membagi al-Maqashid dalam dua bagian penting, yakni maksud
syar’i (qashdu asy-syari’) dan maksud mukallaf (qashdu al-mukallaf). Tujuan-tujuan syari’at dalam
maqashid al-syari’ah menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Allah
selaku pembuat syari’at. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syari’at. Pada tujuan awal,
yang berkenaan dengan segi tujuan Allah dalam menetapkan prinsip ajaran syari’at, dan dari segi ini
Allah bertujuan menetapkan untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syari’at dapat
melaksanakan. Kedua , agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut5. Al-Syatibi ketika
berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-Maqashid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat
undang-undang (syari’at) adalah tahqiq masalih al-khalqi ( merealisasikan kemaslahatan makhluk),
bahwa kewajiban-kewajiban Syari’at di maksudkan untuk memelihara al-Maqashid.
Allah subhanahu wata’ala menurunkan syari’at (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil
kemaslahatan dan menghindari kemudaratan ( jalbul mashalih wa dar’u al-mafasid). Aturan- aturan
hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia, seorang mujtahid berkewajiban
memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-Qur’an dan al-Sunnah
berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang di hasilkan dari
ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa
kemudaratan. Maka mujtahid itu harus mencarikan keputusan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga
kemudaratan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapi. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu
harus menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat,
2 Ibrahim Abiodun Oladapo and Asmak Ab Rahman, Maqasid sharī‘ah: the drive for an inclusive human development policy, shariah journal,
vol. 24, no. 2 (2016) 287-302.
3 Zakaria Syafei , Tracing Maqasid al-syari’ah in the Fatwas of Indonesian council of Ulama (MUI),Journal of  Indonesian Islam,volume 11,
number 01, june 2017, doi: 10.15642/jiis.2017.11.1.99-124.
4 Muhammad Aw. Al’aqil, Manhaj  Al-Iman Asy-Syafi’i Rahimahullah Ta’ala Fi Itsbat Al-Aqidah, Riyadh Saudi Arabia:    Maktabah Adhwa
As-Salaf, Cet I, 1419 H / 1998 M, hlm. 516.
5 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwaffaqat fi ushul al-syariah, juz,ii. cet.iii, beirut: dar al kutub al.ilmiah, 1424h.
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dan kebutuhan tahsiniyat6. Tingkatan pertama , kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus
ada atau di sebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam
keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat kelak. Maqâshid al- dlarûriyât ini ada lima
yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. Maqâshid al-
hâjiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan Maqâshid tahsîniyât
adalah untuk menyempurnakan kedua Maqâshid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat
kebiasaan, dan akhlak yang mulia7.
Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta. Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat
ialah kebutuhan kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam
keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari’at Islam menghilangkan segala kesulitan itu.
Tingkatan ke tiga, kebutuhan tahsaniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak
mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat
kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat
yang sesuai dengan tuntutan moral dan aklaq. Ketika ada keadilan sosial lengkap dan ketaatan terhadap
hak yang paling asasi bagi manusia meliputi semua bidang kehidupan publik, lima tujuan hukum Islam
dan maslahah lainnya menjadi dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat tertinggi
pembangunan dan kesejahteraan manusia, hak-hak semua umat manusia harus dihormati dan setiap orang
harus diperlakukan dengan adil8 supaya tercapai kesejahteraan.
4. Ketenagalistrikan
a.Deregulasi Ketenagalistrikan
Setelah listrik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1880-an di Amerika Serikat dan Eropa,
penggunaannya berkembang secara dramatis di seluruh dunia, mengubah hampir setiap aspek kehidupan
sehari-hari. Reformasi pasar listrik di sebagian besar negara industri ini reformasi mengikuti revolusi
perintis yang terjadi pada awal tahun1990-an di Inggris (1990), Norwegia (1991) dan Amerika Serikat
(1992). Periode 1877 sampai 1932 pada dasarnya menandai perkembangan kapitalisme modern di
Amerika Serikat, penataan kembali aktor dan institusi ekonomi dalam sistem pasar yang lebih bersifat
industri, lebih terorganisir dan lebih korporat. Restrukturisasi pasar energi listrik telah berlangsung di
seluruh dunia sejak tahun 1980-an, liberalisasi pasar listrik dilakukan karena berbagai alasan: ideologi
politik, untuk memperbaiki keuangan pemerintah, dan dalam banyak kasus dalam konteks liberalisasi
sektor jasa secara keseluruhan. Uni Eropa mulai 19 februari 1996, menetapkan kerangka peraturan baru
untuk industri listrik Eropa dan memulai proses liberalisasi pasar listrik di negara-negara Anggota.
Prancis untuk waktu yang lama telah menghalangi kesepakatan yang didukung oleh parlemen Eropa, yang
menentang prakarsa tersebut, karena menurut pendapat mayoritas anggotanya itu terlalu banyak
difokuskan pada aspek ekonomi daripada mengakui kualitas layanan publik dari perusahaan listrik.
b.Ketenagalistrikan di Indonesia.
Pada masa Hindia Belanda untuk bidang kelistrikan undang-undang yang berlaku adalah Ordonantie
No. 190 Tahun 1890 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Ordonantie
tanggal 8 Februari 1934 (Staatsblad tahun 1934 No. 63). Untuk bidang kelistrikan sejak masa Hindia
Belanda, masa penjajahan Jepang bahkan dalam masa kemerdekaan tetap berlaku peraturan kelistrikan
pada masa Hindia Belanda. Perubahan baru dilakukan sejak diterbitkannya UU No. 15 tahun 1985 tentang
6 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwaffaqat, Beirut, Darul Ma’rifah, jilid 1-2, hlm. 324.
7 Moh. Toriquddin, Teori maqâshid syarî’ah perspektif  al-Syatibi, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-
47.
8 Ibrahim Abiodun Oladapo and Asmak Ab Rahman, Maqasid shari‘ah: the drive for an inclusive human development policy, Jurnal Syar’iah,
Jil. 24, Bil. 2 (2016) 287-302.
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Ketenagalistrikan. Perusahaan-perusahaan listrik Belanda telah dinasionalisasi berdasarkan
Keputusan Presiden RI No. 163 Tahun 1953 tanggal 3 Oktober 1953. Pada tanggal 27 Oktober 1945,
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 SD Tahun 1927, Presiden Soekarno membentuk Jawatan
Listrik dan Gas di bawah   Departemen Pekerjaan Umum   dan Tenaga    dengan kapasitas
pembangkit sebesar 157,5 MW. Perkembangannya, tuntutan nasionalisasi atas perusahaan –
perusahaan listrik Belanda terus bergulir, hingga sampai ke forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
yang kemudian diterima secara aklamasi oleh sidang DPR pada tahun 1952 atas dasar habisnya masa
konsesi yang diberikan kepada perusahaan listrik Belanda tersebut. Selanjutnya, nasionalisasi atas
perusahaan- perusahaan milik Belanda, termasuk perusahaan-perusahaan listrik, dilakukan
berdasarkan Keputusan Presiden No. 163 Tahun 1953 tanggal 3 Oktober 1953 dan juga berdasarkan
UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda. Pemerintah Indonesia
mengambil kebijakan menerbitkan Undang-Undang No.1 Tahun 1969 mengenai Penanaman Modal
Asing (PMA), undang-undang ini telah mendorong modal asing masuk ke Indonesia, melalui berbagai
perusahaan multinasional. Tahun 1970, perintah Indonesia mengambil kebijakan mengundangkan UU No
6 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Mulai saat itu, terciptalah hubungan
kepentingan antara berbagai perusahaan swasta dengan militer dan elit politik yang berkuasa dalam
berbagai bentuk kerja sama. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk bergerak
dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak 1994 status PLN beralih dari perusahaan Umum menjadi
perusahaan perseroan dan juga sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Pemerintah
Indonesia memulai meliberalisasi penyelenggaraan listrik di bidang pembangkitan yaitu di pembangkitan
Paiton Jawa Timur pada tahun 1980-an.  Sektor kelistrikan di negera Indonesia diatur dalam UU No. 15
tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang dibuat pada masa Orde Baru. Tahun 2002 pemerintah
Indonesia dan DPR RI telah membuat UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang
menggantikan UU No.15 Tahun 1985.
c. Ketenagalistrikan Eropa
Eropa meliberalisasi pasar energi dengan hati-hati, melakukan kompromi-kompromi khusus yang
ada dalam komunitas perundang-undangan energi nasional individu yang diberlakukan untuk menerapkan
liberalisasi. Sampai tahun 1990-an di sebagian besar negara anggota Uni Eropa, ada anggapan bahwa
persaingan tidak sesuai untuk sektor kelistrikan karena kepentingan makro ekonominya9. Kerangka umum
telah dirancang melalui arahan yang disetujui komisi pada paruh kedua tahun sembilan puluhan, dan
rencana nasional telah dikembangkan lebih lanjut di Negara anggota dengan perbedaan yang relevan dan
pendekatan yang lebih atau kurang maju. Akhirnya, pada November 2002 komisi telah menyetujui arahan
baru tentang listrik dan gas yang menyempurnakan pendekatan yang diikuti dalam proses liberalisasi.
Sampai tahun 1990-an di sebagian besar negara anggota Uni Eropa ada pandangan umum bahwa
persaingan tidak cocok untuk sektor listrik karena kepentingan ekonomi makro, kompleksitas teknis, dan
fasilitas padat modal. Namun, realisasi pasar bersama Eropa sekitar tahun 1990 membuat perbedaan
antara harga energi listrik di negara anggota menjadi faktor yang semakin penting bagi daya saing
perusahaan nasional mereka. Karena takut akan relokasi produksi ke negara-negara harga rendah,
sebagian besar negara-negara anggota sama-sama tertarik pada reformasi regulasi listrik.
d.Ketenagalistrikan Amerika Serikat.
Sejarah tentang tenaga listrik di Amerika Serikat, ini diselenggarakan secara kronologis dimulai
dengan kelahiran industri pada tahun 1880-an. Menunjukkan garis waktu historis yang dimulai dengan
"kelahiran" industri pada tahun 1882 dan diakhiri dengan minat yang berkembang dalam deregulasi pada
1990-an. Individu yang paling penting untuk membentuk industri tenaga Amerika Serikat mungkin adalah
Samuel Insull, orang Inggris yang beremigrasi ke Amerika pada tahun 1881 untuk melayani sebagai
9 Matthias Heddenhausen, Privatisations in Europe’s liberalised electricity markets – the cases of the United Kingdom, Sweden, Germany,
and France,, December 2007, This research is part of the project Understanding Privatization Policies: Political Economy and Welfare
Effects, funded by the European Commission. Research Unit EU Integration, German Institute for International and Security Affairs, Berlin.
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sekretaris pribadi Thomas Edison.. Upaya pertama California dalam persaingan terbuka di antara
perusahaan-perusahaan pembangkit listrik telah gagal memenuhi janjinya akan kekuatan yang murah dan
andal. Tiga tahun kemudian, negara masih belum pulih dari Krisis Energi 2000-01 dan mencoba
memahami apa yang salah. Dalam mencari jawaban, salah satu telah menjadi jelas: kerangka hukum dan
peraturan yang mengatur pasar energi California, dan kegagalan lembaga dan entitas yang bertanggung
jawab untuk menegakkan aturan.
e. Ketenagalistrikan Afrika
Reformasi sektor listrik di Ghana didorong oleh kekurangan pembiayaan untuk ekspansi kapasitas
yang sangat dibutuhkan pada tahun 1995. Reformasi sektor adalah kondisi pinjaman Bank Dunia untuk
kapasitas baru. Tetapi pemerintah Ghana menyisihkan rekomendasi Bank untuk reformasi terbatas dan
mengambil inisiatif untuk mengembangkan desain yang lebih luas. Aktor politik yang penting dalam
proses ini adalah Otoritas Sungai Volta yang besar dan kuat, yang awalnya khawatir posisinya di sektor
ini akan terancam oleh reformasi. Meskipun perluasan akses ke listrik adalah masalah yang signifikan di
Ghana, pemerintah Gana gagal mengintegrasikan upaya elektrifikasi yang ada dengan reformasi
kelembagaan. Listrik di Ghana sangat disubsidi dan dijalankan oleh Perusahaan Listrik milik negara
Ghana (ECG). Karena inefisiensi dalam pasokan ditambah dengan harga rendah dan kegagalan
pemerintah untuk melunasi utangnya ke ECG, ada kurangnya investasi di sektor ini. Sejak
diperkenalkannya listrik ke kota pertambangan Kimberley pada tahun 1882 (bahkan dialiri listrik sebelum
London, Inggris), ekonomi Afrika Selatan sangat bergantung pada pasokan tenaga listrik yang murah dan
melimpah. Pertengahan tahun 1990-an bahwa ‘the Perekonomian Afrika Selatan secara unik bergantung
pada listrik dan merupakan listrik intensif yang unik. Betapa unik nya kasus Afrika Selatan mungkin
adalah masalah perdebatan, tetapi ketergantungan historis ekonomi pada kekuatan listrik (murah) tidak
terbantahkan. Eskom Holdings Limited (ESCOM) di Afrika Selatan, didirikan pada tahun 1923 sebagai
komisi pasokan listrik ESCOM, utilitas milik negara bertanggung jawab untuk menghasilkan,
mentransmisikan dan mendistribusikan listrik. Reformasi di Afrika Selatan didorong oleh agenda nasional
yang lebih luas untuk merestrukturisasi perusahaan milik negara, yang dimulai pada pertengahan 1990-an.
Reformasi di sektor kelistrikan dimulai pada akhir 1990-an. Pada tahun 2001, AES Corporation adalah
satu-satunya pembeli dalam penjualan listrik di Kamerun. Sesuai dengan proyek kredit penyesuaian
struktural Bank Dunia yang ketiga, Perusahaan milik negara itu dijual. Sejak saat itu, konsumen
menghadapi pemadaman dan tarif reguler. Meningkat dan beberapa investasi telah dilakukan dalam
kapasitas generator baru. Sektor kelistrikan, negara memiliki kendali penuh atas industri ini melalui
National de ELectricité (Sonel), sebuah utilitas monopoli terpadu. Berdasarkan program IMF-Bank
Dunia, Sonel telah dijual ke kepentingan asing. Negara-negara yang memiliki tekanan serupa untuk
menjual utilitas publik mereka.
Evolusi struktur industri Kamerun telah melewati tiga fase yang luar biasa: periode pertumbuhan
(1976-1982), periode resesi (1983-1993) dan satu pemulihan (1994-2009). Sejak tahun 1990, pemerintah
telah memulai berbagai program IMF dan Bank Dunia yang dirancang untuk memacu investasi bisnis,
meningkatkan efisiensi di bidang pertanian, memperbaiki perdagangan, dan rekapitalisasi bank-bank
negara.
f. Ketenagalistrikan Asia
Liberalisasi bidang energi listrik di negara-negara asia ini disinyalir merupakan desakan pihak
lembaga-lembaga international, dengan alasan efisiensi lembaga tersebut mendorong liberalisasi sektor
energi listrik kepada pemerintah. Lembaga keuangan internasional, telah membuat tekanan pada transisi
ekonomi berkembang selama tahun 1990-an untuk melakukan privatisasi di sektor kelistrikan. Dalam
bentuknya yang paling komprehensif, liberalisasi biasanya berpuncak pada penjualan aset milik negara,
baik secara keseluruhan atau setidaknya sebagian, ke sektor swasta. Parlemen Jepang meloloskan aturan
yang membuka babak baru di industri listrik. Aturan anyar tersebut membuka sebesar-besarnya
kesempatan bagi pasar untuk mendirikan produsen listrik. Liberalisasi listrik ini merupakan yang pertama
kali terjadi sejak tahun 1951 silam. Era baru liberalisasi listrik menjadi nyata, pasca 202 anggota
12
parlemen meloloskan undang-undang (UU) liberalisasi listrik. Sedangkan sebanyak 29 anggota parlemen
menolak UU tersebut. Gempa tsunami pada tahun 2011 menjadi pemicu praktik liberalisasi listrik di
Jepang. Pasca gempa, pasokan listrik bagi warga Jepang terganggu. Itu sebabnya Jepang mengimpor
minyak dalam jumlah tinggi. Ada beberapa poin penting dalam UU tersebut. Pertama, pemerintah akan
membentuk perusahaan listrik nasional pada tahun 2015. Kedua, pemerintah membebaskan pasar listrik,
termasuk menghapus kontrol harga, pada tahun 2020. Ketiga, pemerintah meliberalisasi pasokan listrik
untuk pasar rumah tangga pada tahun 2016.
Pertumbuhan permintaan listrik di Arab Saudi rata-rata mencapai 6% tahun-ke-tahun selama lima
tahun terakhir, yang terutama didukung oleh infrastruktur industri baru dan proyek-proyek air. Kuwait
menyumbang 6,5% yaitu 45,1 TWh pasar kekuatan Timur Tengah. Kuwait memperkirakan pertumbuhan
permintaan rata-rata sebesar 5% / tahun dengan pertumbuhan ketersediaan beban puncak rata-rata pada
6% / tahun ke 2015. Qatar menyumbang 2,4% yaitu 16,3 TWh dari total kekuatan Timur Tengah
sementara pertumbuhan permintaan listrik di Qatar memiliki rata-rata delapan persen per tahun selama
lima tahun terakhir. Arab Saudi, SA, peringkat 16 dunia dalam konsumsi listrik (156.800 GWh), Kuwait
adalah peringkat 53 (39.540 GWh), Uni Emirat Arab, UEA, adalah peringkat 41 (57.880 GWh).
Ketika Cina muncul kembali sebagai kekuatan ekonomi global, keinginan untuk berinvestasi dan
memperoleh hak properti di Cina tumbuh. Akuisisi semacam itu memberi jeda kepada investor asing yang
terbiasa dengan perlindungan demokratis terhadap negara yang mengambil properti pribadi. Mengingat
bahwa Partai Komunis China (CPC) memegang monopoli kekuasaan politik, pengambilalihan adalah
masalah kepentingan internasional. Secara historis, perlindungan untuk properti pribadi di Tiongkok
terbatas, jika bukan tidak ada, tetapi baru-baru ini Cina mulai memperkuatnya.
Industri listrik China dinasionalisasi pada tahun 1949 ketika Republik Rakyat Cina didirikan. Saat
itu, total kapasitas terpasang China adalah 1,85 juta kilowatt, dan pembangkit listrik tahunan nasional
hanya 43 miliar kWh. Selama periode 1949 sampai 1985, aset pembangkit dan listrik yang relevan
sepenuhnya dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara. China memulai babak baru reformasi sektor
listrik pada bulan Maret 2015 setelah dikeluarkannya dokumen tersebut, selanjutnya Memperkuat
Reformasi Kelembagaan Industri Tenaga Listrik (juga disebut Dokumen No. 9). November 2015, yang
mencakup enam topik utama yang diidentifikasi dalam reformasi ini, yaitu transmisi dan distribusi listrik
reformasi tarif, pasar tenaga listrik, organisasi perdagangan listrik, rencana pengiriman listrik, reformasi
pasar ritel, dan disiplin dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga nuklir berbahan bakar batu bara.
Liberalisme ekonomi Singapura, pada akhirnya juga berdampak besar pada sistem kelistrikan di
negara tersebut. Kebutuhan listrik di negara yang populasi penduduk sekitar 5 juta jiwa tersebut
diperkirakan akan mengalami penambahan menjadi 2.000 megawatt (MW). Singapura sedang bersiap
menuju Full Retail Contestability (FRC) untuk pasar listriknya di paruh kedua tahun 2018. Ini akan
memungkinkan baik konsumen perumahan dan pemilik usaha kecil untuk memilih dari berbagai penyedia
listrik dan pengaturan harga. Singapura terutama bergantung pada gas alam untuk menghasilkan
listriknya.
BAB III
HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
A. Ketenagalistrikan
1. Ketenagalistrikan Nasional Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan yang luas terdiri dari 17.508 pulau yang membentang lebih dari
5.000 kilometer (3.100 mil) di seluruh Asia Tenggara dan Oceania. Indonesia berbagi perbatasan darat
dengan Papua New Guinea, Timor Leste, dan Malaysia, dan perbatasan maritim dengan Singapura,
Filipina, dan Australia. Dengan lebih dari 252 juta penduduk di tahun 2014, populasi Indonesia yang
besar dan beragam menjadikannya negara keempat terpadat di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada periode 2010-2014 rata-rata tumbuh sebesar 5,8%. Pada tahun 2013 pendapatan perkapita Indonesia
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mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara negara
berpenghasilan menengah. Untuk dapat lepas dari middle income trap dan mencapai target sebagai negara
berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6-8
persen per tahun.
Saat ini total kapasitas terpasang nasional sebesar kurang lebih 50.000 MW yang dibangun
Perusahaan Listrik Negara berdiri. Meningkatkan keandalan dan keamanan pasokan energi listrik
merupakan salah satu tujuan penting dari Undang-Undang Kebijakan energi listrik. Ketersediaan
infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional,
mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Proyek
infrastruktur yang akan dibangun selama lima tahun kedepan, infrastruktur sektor ketenagalistrikan
menjadi perhatian utama pemerintah. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan Indonesia




















2007 55.376.392 35,630.074 64.34
2008 56.088.256 37.416.257 66.71
2009 58.194.473 38.573.465 66.28
2010 59.118.900 39.696.415 67.15
2011 62.092.031 45.294.035 72.95
2012 62.992.725 48.229.930 76.56
2013 64.204.615. 51.668.927 80.51
2014 64.835.092 54.690.431 84.35
2015 65.669.197 57.983.048 88.30
2016 66.489.409 60.612.009 91.16
Rasio Elektrifikasi Indonesia10
Rasio Elektrifikasi di Indonesia terlihat pada pada tabel.7, bahwa pada tahun 2016 eletrifikasi
secara nasional mancapai 91,16 prosen. Pada tahun 2015 hanya mencapai 88.30 prosen, berarti ada
kenaikan prosentase elektrifikasi dari tahun sebelumnya. Rasio elektrifikasi sampai dengan Desember
2017 mencapai angka 94,91%. Angka ini melebihi target rasio elektrifikasi yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian ESDM yaitu 92,75% dan  menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia
mencapai 100 persen pada tahun 2020.
2. Liberalisasi Ketenagalistrikan
Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan nampak pemerintah memberi
kesempatan seluas luasnya kepada pihak swasta atau asing ikut berperan dalam pembangunan energi
listrik baik hulu sampai hilir.
10 Statistik ketenagalistrikan 2016, Direktorat jenderal ketenagalistrikan kementrian energi dan sumber daya mineral, Edisi No.30 Tahun
Anggaran 2017.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mempunyai prinsip liberal telah
ditetapkan bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik, kepada badan usaha milik negara diberi prioritas
pertama untuk melakukan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk wilayah yang belum
mendapatkan usaha penyediaan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau
koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
Bila memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7% setahun, dalam lima tahun ke depan
dibutuhkan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW atau 7.000 MW per tahun. Pemerintah
Indonesia menambah kapasitas listrik sebesar 35.000 MW, program kelistrikan ini menjadi program
strategis nasional yang dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019. Program 35.000 MW membutuhkan dana investasi yang sangat besar : di atas Rp. 1.100
triliun. Untuk tetap menjaga kemampuan finansial, PLN akan membangun pembangkit sebesar 10.000
MW. Adapun sisanya, 25.000 MW, akan ditawarkan ke pihak swasta atau independent power producer/
IPP. Untuk merealisasikan program itu, sejumlah peraturan telah diterbitkan dan diberlakukan. Peraturan
termaksud antara lain : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (tentang pengadaan tanah untuk
kepentingan umum), Perpres Nomor 30 Tahun 2015 (tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 tahun
2012 tetang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum), Permen ESDM Nomor 3
Tahun 2015 (tentang prosedur pembelian tenaga listrik), serta Kepmen ESDM 74/21/MEM/2015 (tentang
pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2015-2024). Mengingat sedemikian strategisnya
program 35.000 MW, dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.
Rencana penambahan kapasitas pembangkit secara nasional keputusan menteri energi dan sumber
daya mineral Republik Indonesia Nomor  5899 K / 20/ Men / 2016, tentang pengesahan rencana usaha
penyediaan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2016 S.D. 2020 adalah sebagai
berikut :
Tabel.2. Rencana penambahan kapasitas pembangkit secara nasional
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
PLN (MW)) 2.244 2.838 4.858 3.737 760
IPP (MW) 1.896 1.649 7.579 17.646 5038
Total  (MW) 4.140 4.487 12.437 21.384 5.798
Prosentase kepemilikan pembangkit listrik secara nasional setelah di tambahkan dengan data di tahun
2015 menjadi terlihat di gambar.2. di bawah ini.
Gambar.2. Prosentase kepemilikan pembangkit listrik secara nasional
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Gambar .2. di atas baik perbandingan kepemilikan maupun perbandingan prosentase
kepemilikan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 menunjukan bahwa jumlah kepemilikan negara
akan pembangkit listrik mengalami penurunan dan sebaliknya jumlah kepemilikan swasta akan
pembangkit listrik mengalami kenaikan secara signifikan di tahun 2020.
3. Judicial Review Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
Kebijakan ketenagalistrikan Indonesia saat ini sangat di pengaruhi peradaban barat yang
bersendikan liberal mengikuti pasar bebas sebagai basis regulasi11. Judicial review terhadap Undang-
Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
yang teregister dengan nomor perkara :111/PUU-XIII/2015. Uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN). Pasal-pasal dalam UU Ketenagalistrikan yang digugat karena dinilai mengurangi
peran negara adalah Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 1, Pasal 16 ayat 1, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 5,
Pasal 56 ayat 2. Dari pasal-pasal yang diuji itu, ada 2 yang akhirnya dibatalkan oleh MK karena
bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1.
"Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. MK juga menyatakan, "Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Mandat kepada negara yang di kontruksikan oleh UUD 1945 untuk mengadakan kebijakan dan
tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat tidak bisa  dengan memberikan akses yang sama yaitu kompetitif untuk
penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia karena negara kita dalam konstitusi  menganut menganut
sistem demokrasi ekonomi kekeluargaan dan kebersamaan bukan pasar bebas. Dampak dari
penyelenggaraan ketenagalistrikan menganut sistem pasar bebas lambat laun akan menempatkan kapitalis
sebagai penguasanya atau tumbuhnya oligarki baru di bidang infrastruktur ketenagalistrikan.
4. Konstitusi, Demokrasi Ekonomi dan Ketenagalistrikan Indonesia
Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1969
mengenai Penanaman Modal Asing (PMA), undang-undang ini telah mendorong modal asing masuk ke
Indonesia, melalui berbagai perusahaan multinasional. Tahun 1970, perintah Indonesia mengambil
kebijakan mengundangkan UU No 6 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Tahun 2014 Presiden republik Indonesia mengeluarkan Perpres tentang daftar bidang usaha yang tertutup
dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagai berikut terlihat pada tabel.3.
Tabel.3.
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Perpres No.44 Tahun 2016 Penanaman Modal Asing (PMA)  untuk pembangkit listrik > 10 MW
maksimal 95% {Maksimal100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa
konsesi). Jadi begitu leluasanya pemodal swasta atau asing untuk menanamkan modalnya sektor
pembangkitan energi listrik di Indonesia. Pihak kapitalis  menginginkan sektor kelistrikan Indonesia
terbuka bagi ekspansi modal asing, bersamaan dengan momentum krisis Asia 1997, International
Monetary Fund (IMF) pun datang dengan resep ekonominya yang tertuang dalam Letter of Intent (LOI)
dengan alasan untuk menolong Indonesia. Dan salah satu resep itu, seperti yang tertuang dalam butir 20
LOI, adalah liberalisasi sektor ketenagalistrikan dengan mencabut hak monopoli Perusahaan Listrik
Negara. Inilah awal dari era liberalisasi kelistrikan di negeri ini. Di era reformasi, pemerintah dan
parlemen mengesahkan UU No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU ini merupakan produk
hukum pertama yang melikuidasi hak monopoli PLN. Dalam UU ini, pihak swasta benar-benar diberi
peluang untuk menguasai industri ketenagalistrikan dari hulu ke hilir.
Sektor kelistrikan di negera Indonesia diatur dalam UU No. 15 tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan yang dibuat pada masa Orde Baru. UU No.15 Tahun 1985 memberikan akses bagi
swasta untuk ambil bagian dalam sektor kelistrikan. Suryo Utoro menagatakan pada kasus Paiton tahun
1980-an, harga listrik di kendalikan oleh pemerintah yang berkuasa tanpa persetujuan DPR dan nilainya
sangat besar dan menjerat keuangan PT PLN Persero12. UU Kelistrikan yang sudah dibatalkan MK dan
UU Migas adalah persyaratan bagi paket stand-by loan IMF sebesar $ 43 milyar dan sejumlah pinjaman
struktural lainnya yang diberikan oleh Bank Dunia, ADB dan negara-negara kreditor. IMF memaksa
program penyesuaian struktural Sebagai bagian dari reformasi kebijakan di sektor energi Bank Dunia
menyatakan, "Continue implementation of the adopted Power Sector Restructuring Policy, and prepare a
draft of new Electricity Law and implementing regulation." IMF memantau proses legislasi Rancangan
Undang-Undang Ketenagalistrikan di DPR dalam bentuk Letter of Intent/Memorandum of Economic and
Financial Policies, dan dijadikan persyaratan untuk pengucuran sejumlah pinjaman. Kapitalisme global
melalui Bank Dunia dan lembaga pembangunan lainnya mendorong IPP dengan mengkondisikan
pinjaman mereka kepada partisipasi sektor swasta dalam sektor-sektor yang dikontrol negara yaitu
listrik13.
Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dibatalkan oleh MK, maka dikeluarkanlah UU No. 30
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UUK Tahun 2009). UUK Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2009 oleh DPR. Liberalisasi listrik ini
berhenti ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No.20 Tahun 2002 dalam judicial review
yang diajukan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ditahun 2004.
12 Suryo Utoro, Proses formulasi kebijakan privatisasi pembangunan listrik Indonesia pada tahun 1980-an :: Kasus Listrik Swasta PLTU Paiton
I, Ilmu Administrasi Negara UGM, Universitas Gadjah Mada, 2006.
13 Paryono, Absori, Khudzaifah Dimyati  And Rismawati, Shinta Dewi. The Hegemony Of Global Capitalism In The Regulation Of Electricity:
The Electricity Policies Of The Selected Southeast Asian Nations, International Journal Of Energy Economics And Policy, 2019, 9(6), 326-
335.
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Tahun 2009, mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pengesahan UU
No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang isinya semakna dengan Undang-Undang No.20 tahun
2002. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut nampak pemerintah memberi kesempatan seluas
luasnya kepada pihak swasta atau kapitalis ikut berperan dalam pembangunan energi listrik baik hulu
sampai hilir, sehingga nampak sekali bahwa undang-undang ketenagalistrikan  UU No.30 Tahun 2009
liberal. Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di  Indonesia yang berdasarkan demokrasi ekonomi
Pancasila  terseret ke kubangan pusaran arus  kapitalisme global14. Pasal pasal dalam undang-undang
ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 yang mengindikasikan bahwa Undang-undang ketenagalistrikan
No.30 Tahun 2009 liberal yaitu sebagai berikut. Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan No.30
Tahun 2009 usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta dan swadaya
masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, usaha penjualan tenaga listrik
dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi. Sejak proklamasi kemerdekaan, telah terjadi
beberapa kali perubahan kebijakan dibidang ketenagalistrikan terutama yang mengatur kelembagaan.
Dalam perkembangannya, setelah nasionalisasi atas perusahaan- perusahaan listrik Belanda
oleh pemerintah Indonesia, pengelolaan ketenagalistrikan di Indonesia dilakukan oleh Negara,
namun tetap memberikan kesempatan  kepada badan usaha  swasta  dan koperasi untuk melakukan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 tentang
ketenagalistrikan, disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik diselenggarakan oleh BUMN
sebagai PKUK.  Badan usaha lain sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara
lebih merata dan untuk penyediaan tenaga listrik, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara,
dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya berdasarkan izin usaha   ketenagalistrikan. Berdasarkan
undang-undang ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum meliputi Jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik,
distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, serta usaha penjualan tenaga listrik
terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi dilakukan oleh
satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Ketentuan mengenai wilayah usaha berlaku juga untuk
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berupa usaha distribusi tenaga listrik
dan/atau penjualan tenaga listrik, dan juga PLN tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga
listrik di Indonesia dan tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
(PKUK) tetapi hanya sebagai Pemegang Ijin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum.
Perubahan kedudukan Perusahaan Listrik Negara dari PKUK menjadi Pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, akan mempengaruhi struktur industri
ketenagalistrikan di Indonesia, yang berdampak pada pengusahaan tenaga listrik PLN.  Hal ini
berkaitan dengan ketentuan mengenai wilayah usaha yang berlaku bagi semua pelaku usaha
penyediaan tenaga listrik, kemudian harga jual tenaga listrik.
Dalam Pasal 33 tercantum perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup rakyat banyak
harus dikuasai oleh Negara. IMF telah menunjukkan bahwa resep mereka dalam ekonomi adalah
menghentikan subsidi dan menyerahkan pada mekanisme pasar. Padahal, hal ini sangat bertentangan
dengan konstitusi kita. UU ketenagalistrikan  No.30 Tahun 200915 bertentangan dengan ayat ke-2 pasal 33
UUD 1945: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.” Pasalnya, dengan kehadiran UU kelistrikan yang membolehkan privatisasi,
maka kontrol negara terhadap sektor kelistrikan pun semakin berkurang. Dengan begitu, layanan listrik
pun akan menjadi komoditi yang diperdagangkan secara bebas. Penafsiran mengenai konsep penguasaan
14 Paryono, Demokrasi Ekonomi Pancasila dan Kubangan Kapitalisme Global dalam kebijakan Industri Ketenagalistrikan Indonesia , Jurnal
Jurisprudence Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63, journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence.
15 Pasal Pasal 4 ayat (2); pasal 9; pasal 11 ayat (1,3,4);pasal 13; pasal 14 (pemerntah bisa bermain aturan pelaksanaan; pasal 16 ayat (2,3);  pasal
17 (3), lebih menunjukan bahwa UU ketenagalistrikan ini liberal.
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negara di Pasal 33 UUD 1945 juga dapat dilihat dalam Putusan MK16. Pasar yang liberal dan sistem
Kapitalisme telah menciptakan kesengsaraan masyarakat luas, karena sistem ini hanya dinikmati
golongan kecil elit, sementara golongan masyarakat umum diabaikan. Liberalisasi infrastruktur
ketenagalistrika hanya akan berakibat kepada tidak hadirnya atau sulitnya kesejahteraan akan bangsa
Indonesia, karena melalui infastruktur ketenagalistrikan yang di kuasai kapitalis maka orientasi
penyelenggaraan ketenagalistrikan hanya mengejar keuntungan semata. yaitu yang berke-Tuhanan Yang
Maha Esa bukan yang berdasarkan paham bebas yaitu liberal pandangan hidup yang menafikan wahyu
atau agama. Privatisasi infrastruktur ketenagalistrikan, yang hal ini tidak sesuai cita-cita bangsa Indonesia
untuk mencapai kesejahteraan umum. Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan negara
Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk, untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Menciptakan kesejahteraan bagi semua warga adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan. Ide
dasar dari premis ini berangkat dari fakta bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola
semua sumber daya dalam perekonomian, untuk digunakan bagi sebesar besarnya kesejahteraan
rakyatnya. Perspektif pemodal atau investor , bisnis energi listrik adalah bisnis yang menguntungkan
karena ini menyangkut kebutuhan primer di jaman modern. Indonesia telah memiliki pijakan welfare state
sejak disusunnya UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa. UUD 1945 yang disusun atas dasar semangat dan
kesadaran membangun suatu model negara sosial-demokrasi, yakni menggabungkan prinsip-prinsip di
dalam sosialisme dan demokrasi sekaligus, bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat
berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera secara bersama-sama. Kebijakan pemerintah Indonesia
yang memberi akses pihak swasta atau pihak asing untuk terlibat dalam penyediaan listrik dengan
berpartisipasi dalam keberadaan infrastruktur listrik harus dibuat aturan bahwa pembangunan
infrastruktur listrik harus mempertimbangkan komposisi kepemilikan dengan persentase negara Indonesia
memiliki lebih dominan bukan pihak swasta atau asing yang dominan17.
B. Konsep Pengaturan Ketenagalistrikan Perspektif Kesejahteraan Maqashid   Syariah
Hingga awal abad ke-20, pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi terintegrasi secara
vertikal dan dimiliki oleh pemerintah di banyak negara. Peran energi listrik dalam pembangunan ekonomi
negara menjadi penting di tengah-tengah industrialisasi negara-negara dan permintaan untuk komoditas
strategis ini. Industri energi listrik seperti industri jaringan lainnya, karena skala ekonomi memiliki
operasi vertikal selama bertahun-tahun. Selama tiga dekade terakhir sektor listrik di sebagian besar negara
telah mengalami perubahan struktural besar termasuk masuknya modal swasta dan peningkatan
persaingan atau di buat kompetitif. Meskipun efek dari reformasi tersebut di negara maju sekarang
didokumentasikan atau di ikuti walaupun tidak seluruhnya di negara-negara berkembang .
Nikolaos E. Koltsaklis mengatakan, peningkatan kapasitas interkoneksi sistem tenaga listrik lintas
batas dapat memainkan peran penting dalam transisi keamanan pasokan listrik dan peningkatan
profitabilitas unit pembangkit listrik. Menurut pendapat penulis bahwa peningkatan kapasitas interkoneksi
memang akan meningkatkan ke andalan sebuah sisten tenaga listrik karena dengan sistem yang luas,
beban listrik akan di pikul berbagai macam pembangkit yang tersambung ke sistem tersebut. Hal ini
menyebabkan sebuah sistem akan mencapai efisiensi yang tinggi karena beban unit pembangkit bisa di
maksimalkan mengikuti harga energi dari yang paling murah. Selain ada merit order harga energi listrik
dari pembangkitan, area yang jaringan sistem yang luas akan membawa dampak keperluan konsumsi
listrik bisa bergantian mengikuti pergantian waktu matahari, hal ini akan mendapatkan pembangkit akan
beroperasi maksimal terus sesuai beban sistem.
16 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA)
menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya
merumuskan kebijakan, http://mimbardemokrasi.blogspot.com
17 Paryono, Absori , Khudzaifah Dimyati, Muinudinillah Basri, and Shinta Dewi Rismawati, Liberalization and Electricity Policy Changes:
Problems and Challenges in the Electricity Sector in Indonesia, International Journal of Energy Economics and Policy, 20.., 10 (1), 1- 8.
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Upaya pertama California dalam persaingan terbuka di antara perusahaan-perusahaan pembangkit
listrik telah gagal memenuhi janjinya akan energi listrik yang murah dan andal. Tiga tahun kemudian,
negara masih belum pulih dari Krisis Energi 2000-01. memahami apa yang salah. Dalam mencari
jawaban, salah satu telah menjadi jelas: kerangka hukum dan peraturan yang mengatur pasar energi
California, dan lembaga dan entitas yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan. Krisis Energi
menyebabkan pemadaman listrik di California dan kesulitan ekonomi. Pada tahun 1999, tahun pertama
deregulasi, warga California membayar $ 7,4 miliar untuk listrik grosir. Setahun kemudian, biaya ini naik
277 persen - $ 27,1 miliar. Pada tahun 2001, biaya listrik grosir bertahan dengan cepat pada tingkat yang
sangat tinggi yaitu $ 26,7 miliar.
Dari Juli hingga Desember 2000, ketika California sangat membutuhkan listrik, generator rata-rata
menahan cukup banyak megawatt dari grid untuk menggerakkan lebih dari 1 juta pelanggan. Menurut
kesaksian yang disampaikan kepada Federal Energy Regulatory Commission (FERC), pada delapan
kesempatan ketika operator jaringan negara mengumumkan keadaan darurat, generator salah melaporkan
unit yang tidak dapat beroperasi karena masalah mekanis18. Saat lain 22 kali selama sistem darurat, pihak
pemodal generator mematikan unit murni untuk memaksimalkan laba. Seorang hakim FERC menemukan
bahwa perusahaan gas alam yang besar menahan kapasitas pada sistem pipanya. untuk secara artifisial
menaikkan harga gas di pasar sebagai penggerak pembangkit listrik. Penulis berpendapat bahwa pada
persoalan ini kapitalis yang berkuasa terhadap pembangkit listrik memainkan peranannya atau
kekuasaannya untuk mencari laba sebesar besarnya, dan pihak kapitalisgas sebagai penguasa energi
primer juga ikut bermain untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Kasus permainan pasar energi
seperti krisis di California ini merupakan bukti yang ditunjukkan secara substansial melalui penguasaan
generator, pedagang energi listrik memanipulasi pasar. Di bawah skema deregulasi, regulator federal dan
negara bagian seharusnya memantau pasar listrik, mendeteksi pelanggaran dan intervensi untuk
melindungi para konsumen. Pada kenyataannya, mereka tidak bisa atau tidak bertindak efektif selama
krisis energi.
Pada tahun 1996, setelah sebuah studi oleh Komisi Utilitas Publik California (PUC) dan negosiasi
ekstensif di Legislatif, negara mengesahkan AB 1890 untuk mengalihkan California dari sistem monopoli
yang diatur ke pasar listrik grosir yang kompetitif19. Undang-undang yang baru juga membuat dominan
peran tarif listrik grosir dan pasar, dan harga berbasis pasar . Permulaan krisis energi California menjadi
jelas segera setelah 22 Mei 2000. Pada tanggal itu, harga energi melambung ke atas dan tidak jatuh lagi
selama lebih dari setahun. Dampak terhadap pelanggan ritel dirasakan pertama oleh konsumen listrik di
area layanan SDG & E. Karena SDG & E telah mendapatkan kembali biaya awalnya yang terdampar,
konsumennya menghadapi dampak penuh dari harga pasar yang tinggi secara dini . Pada Juni 2000 saja,
biaya energi California melebihi $ 3,6 miliar, sekitar 50 persen dari total biaya energi pada 199920.Di sisi
lain, generator pedagang baru seperti Reliant, dan pedagang energi seperti Enron, melihat laba meroket,
dan nilai saham mereka melonjak menjadi belum pernah terjadi sebelumnya.
Dan Morain L. Crippen mengatakan  bahwa, pengamat meramalkan situasi yang akan ada di
California pada musim panas tahun 2001 Hanya lima tahun setelah restrukturisasi menjadi hukum, pasar
listrik negara itu umumnya digambarkan sedang dalam krisis. Tujuan restrukturisasi-harga yang lebih
rendah untuk pelanggan perumahan dan harga yang lebih kompetitif untuk pelanggan industri tampaknya
lebih jauh dari sebelumnya21. Sebagian besar kesalahan untuk krisis listrik California terkait dengan
restrukturisasi negara, rencana tetapi tidak pada tujuannya, deregulasi listrik. Rencana negara diperoleh
dukungan politik atas dasar apa yang ternyata merupakan asumsi yang salah. Saat itu juga. Penulis
18 Tom Greene, Damon Connolly, Margarita Padilla, attorney general’s, energy white paper, a law enforcement perspective, on  the california
energy crisis, recommendations for improving enforcement and protecting consumers in deregulated energy markets, 2004.
19 Dan Morain, Deregulation Bill Signed by Wilson; Utilities: Law Will Make Electricity Providers Competitive by 2000. Firms Will Cut
Residential Rates but Can Add Charges to Recoup Bad Investments, L.A. TIMES, Sept. 24, 1996, at A3
20 Rick Jurgens, The Power Crisis Electricity Suppliers Weather Summer But Expected Heat And Plant Maintenance In The Next Two Months
Put The State At Shortage Risk, Contra Costa Times, Sept. 5, 2001, At A1. See Also, James L. Sweeney, The California Electricity Crisis
166-171 (2002).
21 Dan L. Crippen, September 2001, Causes And Lessons Of The California Electricity Crisis, Congress Of The United States Congressional
Budget Office, The Congress of the United States Congressional Budget Office
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berpendapat, liberalisasi ketenagalistrikan yang di harapkan akan terjadi kompetitip di pelayanan yang di
dapat adalah pihak pemilik infrastruktur ketenagalistrikan malah bermain dengan kekuasaannya untuk
mendapatkan laba yang tinggi , keuntungan secara mendadak yang di kejar . Sehingga hal ini yang di
rugikan adalah konsumen, konsumen taka dan perlindungan dengan over pricing energi.
Alexander Ritschel  mengatakan bahwa pemerintah seluruh dunia melakukan deregulasi pasar
listrik mereka untuk meningkatkan persaingan, menurunkan biaya dan mendorong inovasi deregulasi dan
pengaturan ulang pasar listrik California tidak hanya gagal dalam hal pengurangan biaya yang
diantisipasi, peningkatan layanan pelanggan dan persaingan yang lebih tinggi, itu juga menyebabkan
pengenalan berbagai subsidi energi tambahan. Kenaikan harga listrik juga terjadi bila praktik kartel terjadi
diantara pemilik pembangkit. Bila pembangkit dijual, maka pembelinya tidak lain adalah swasta asing
atau pengusaha nasional yang sudah berkolaborasi dengan asing. Sebab harga satu pembangkit yang
paling murah mencapai Rp 5,5 triliun. Karena itu, potensi terjadinya praktik kartel sangat besar. Caranya
adalah dengan sepakat tidak membangkitkan sesuai kapasitas atau membangkitkan listrik di bawah
kebutuhan. Bisa dengan alasan libur, terjadi kerusakan pada turbin, generator, dll. Yang terjadi
selanjutnya tentu offer pricing atau kenaikan harga. Unbundling vertikal ini juga berkorelasi dengan
buruknya pelayanan sistem. Namun bila unit-unit pelayanan telah diswastanisasi, masing-masing ritel  di
sebuah daerah akan dimiliki pihak berbeda. Sehingga ketika konsumen mengalami gangguan, konsumen
hanya bisa mengadu pada badan pengawas di kantor ritel terdekat.
Proyek PLTU Paiton pada tahun 1980-an, proyek listrik swasta atas tahun 1997 desakan leter OF
inten , pengesahan UU No,,,tahun 2002, di berlakukannya , UU No.30 tahun 2009 dan proyek listrik
percepatan 10.000 MW , berlanjut proyek 35 ribu MW yang di canangkan pemerintah berkuasa pada
tahun 2014 dan di mulai proyeknya pada tahun 2015. Proyek transfer energi listrik dari serawak Malaysia
ke pulau Kalimantan Indonesia (PLN mengatakan transfer energi tersebut harga murah) . Proyek proyek
tersebut kurang mempertimbangkan aspek penguasaan negara terhadap cabang -cabang produksi yang
penting bagi negara.
Makamah konstitusi menafsirkan kepemilikan negara hanya sebatas berkuasa  pengoperasian nya
bukan kepemilikan pembangkit -pembangkit tersebut. Hal ini bisa menimbulkan harga energi istrik akan
melambung, seperti kasus di Washington DC Amerika Serikat pada tahun 2001-2002-an. liberalisasi
listrik yang relevan dengan undang-undang baru tentang listrik yang disahkan oleh parlemen Indonesia
pada bulan September 2009.
Suryo utoro mengatakan22 upaya pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan paradigma
pro-pasar telah mengejala di tahun 1980-an. Tradisi dominasi pemerintah dalam ketenagalistrikan mulai
bergeser ke arah perluasan ranah pasar. Formulasi kebijakan keputusan privatisasi listrik di PLTU Paiton
satu di laksanankan di dalam setting politik yang tidak demokratis dan otoriter, implikasi kemenangan
sudah dapat dipastikan di dapatkan oleh kepentingan penguasa dengan meminggirkan kepentingan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur listrik. Pada tahun  1990
pemerintah Indonesia mengijinkan adanya pihak swasta mengelola listrik di suatu kawasan yaitu
Cikarang Listrindo dan mulai beroperasi pada tahun 1993. Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia akan
meresmikan PLTU Jawa 7, pembangkit listrik batu bara berkapasitas 1000 MW. Tahun 2015 Cikarang
Listrindo perseroan berhasil meraup pendapatan sebesar USD165 juta serta laba bersih sebesar USD 80
juta.
Undang-undang ketenagalistrikan harus mengacu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 karena
pasal tersebut merupakan dasar hukum tertinggi. Sebagai dasar hukum tertinggi, konsekuensinya
mengikat atau memilki keharusan atau imperatif, maksudnya tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan
apapun. Sebagai landasan yuridis atau dasar hukum dari sistem demokrasi ekonomi Indonesia yaitu
kebersamaan, maka Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar segala peraturan yang berkaitan dengan struktur
dasar perekonomian di era modern ini yaitu infrastruktur ketenagalistrikan. Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi karena konstitusi merupakan perjanjian, konsensus,
22 Suryo utoro, Proses formulasi kebijakan privatisasi pembangunan listrik Indonesia pada tahun 1980-an Kasus listrik swasta pltu paiton 1,
Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Disertasi, 2006.
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atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Politik hukum pasal 33 Undang Undang Dasar 1945
merupakan kebijakan yang tertinggi di bidang sistem demokrasi ekonomi kebersamaan. Tidak boleh ada
kebijakan politik hukum undang yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.
Demokrasi ekonomi kebersamaan sebagaimana dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sesuai
paham ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, maka kepentingan masyarakat ditempatkan
sebagai utama, ditegaskan dalam penjelasan pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Dalam tugas
transformasi ekonomi ini, maka negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun
perekonomian ke arah paham ekonomi yang berdasar pada demokrasi ekonomi kebersamaan yang
berorientasi pada pasal 33 UUD 1945.
Berdasarkan beberapa pengertian yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945
sebagaimana diuraikan di atas, maka pasal 33 tersebut mengandung makna yang sangat esensial yaitu
tercermin adanya demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi menurut konstitusi Indonesia
kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Kemakmuran
masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial. Pasal 33 Undang Undang
Dasar 1945 adalah satu-satunya pasal di dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menunjuk pada sistem
ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional, yang terang-terangan antiliberal.
Ketika liberalisasi atau privatisasi ketenagalistrikan  ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945,
maka harus melihat ideologi perekonomian yang tercantum dalam UUD 1945. UUD 1945 disamping
sebagai konstitusi politik (political constitution), juga merupakan konstitusi ekonomi (economic
constitution), dan juga konstitusi sosial (social constitution). Karena UUD 1945 mengatur tentang pokok-
pokok sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Visi kebijakan ekonomi yang diemban oleh UUD 1945 diatur dalam pasal 33 UUD 1945: bahwa
cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,
pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran  atau kesejahteraan rakyat. Sedangkan
berkaca dari beberapa kasus yang telah di sebutkan di atas maka liberalisasi ketenagalistrikan hanya akan
menghadirkan suatu kondisi rakyat secara umum tidak sejahtera, dan mengkondisikan kesejahteraan
hanya pada kapitalis.
Hukum energi ketenagalistrikan yang berlaku saat ini bukan bersendikan dari ideologi bangsa
Indonesia, yang berketuhanan Yang Maha Esa, tetapi mengikuti paham liberalisme (memisahkan diri dari
agama-ad dien). Produk hukum energi ketenagalistrikan Indonesia seharusnya dasarkan pada fakta sosial
yang tak lepas dari nilai-nilai agama (ad-dien), etik dan moral. Hukum energi ketenagalistrikan yang
berjalan saat ini mengikuti prinsip ekonomi pasar bebas, tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi
kebersamaan dan asas kekeluargaan, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33. Undang-undang
No.30 tahun 2009 mengarah kepada persaingan usaha ketenagalistrikan  secara bebas dan memupuk
kekuatan modal kapitalis, dan akan melemahkan badan usaha milik negara. Hasilnya membuahkan suatu
kebijakan ketenagalistrikan yang kapitalistik, yang  hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan
tidak menjadikan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir. Negara atau pemerintah Indonesia hanya di
fungsikan sebagai alat regulasi, sebagai kepanjangtanganan kapitalis. Negara kehilangan titik-titik
strategis bisnis energi listrik, keuntungan maksimal hanya akan kembali ke kapitalis infrastruktur
sehingga bermuara tidak adanya dana untuk pengembangan (investasi) infrastruktur ketenagalistrikan.
Pengembangan infrastruktur di ambil alih oleh pihak pemodal (swasta), sehingga infrastruktur
ketenagalistrikan sebagai pondasi dasar pertumbuhan ekonomi tergantung oleh peran pengembang swasta
atau pemodal kapitalis. Kenyataan demikian  kedepannya akan sulit mendapatkan harga energi listrik
yang terjankau untuk rakyat secara umum. Kondisi seperti ini akan berpotensi untuk menyulitkan
ketahanan dan kedaulatan energi listrik guna mendorong semua kegiatan ekonomi. Bila hukum semata-
mata hanya mengabdi pada kepentingan ekonomi pasar dan memarjinalkan peran negara maka hasilnya
hanya akan mengukuhkan kesenjangan sosial dan keberadaan kemiskinan, berlanjut sulitnya tercapai
kesejahteraan rakyat Indonesia.
Negara Indonesia membutuhkan konsep hukum energi ketenagalistrikan yang mencerminkan
karakteristik bangsa Indonesia, yaitu di dasarkan pada fakta sosial yang tak lepas dari nilai-nilai etik ,
moral, dan agama (ad-dien), berke-Tuhanan Yang Maha Esa, bukan liberalisme yang memisahkan dari
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agama atau lepas dari ketentuan agama. Konsep Hukum energi ketenagalistrikan harus sejalan dengan
demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai UUD 1945 pasal
33.  Kepemilikan aset infrastruktur ketenagalistrikan dalam arti sesunguhnya bukan hanya hak
pengoperasian saja. energi listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak, sehingga sesuai Pasal 33 ayat (2), cabang produksi tenaga listrik tersebut harus
dikuasai oleh negara. Negara harus terus memper- kuat posisi perusahaan negara tersebut agar kemudian
secara bertahap bisa menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat   hidup   orang   banyak   dan
menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing. Badan Usaha Milik Negara
dengan demikian justru harus diperkuat, dan bukan di- kurangi perannya dalam menyediakan kebutuhan
yang merupakan hajat hidup orang banyak.  Ketenagalistrikan mempunyai karakteristik yang berbeda
dengan cabang produkasi penting yang lain, haruslah dikuasai oleh negara, dan makna penguasaan negara
adalah mencakup kepemilikan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara.
Di dalam ad-dinnul (agama) Islam, terdapat korelasi antara religiusitas yaitu keimanan dan
ketaqwaan (mengikuti perintah Allah dan utusannya)  dengan kesejahteraan seperti terdapat dalam kitab
suci di bawah ini :
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada
mereka berkah dari langit dan bumi,tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka Kami siksa mereka di
sebabkan perbuatannya (Al-A’raf: 96)
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa’’, maksudnya, hati mereka beriman
dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh para Rasul, lalu mereka mengikuti Rasul dan bertaqwa
dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua larangan, ‘’Pastilah Kami akan melimpahkan kepada
mereka berkah dari langit dan bumi.’’ Maksudnya, hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan dari bumi23.
Maksud penjelasan ini bisa di tambahkan, bila penduduk suatu negeri mereka beriman dan membenarkan
terhadap apa yang di bawa Rasul yaitu risalah atau syariat atau juga aturan maka maka akan di beri
kelimpahan rezeki. Di dalam mengaplikasikan hal ini, bila membuat aturan atau undang undang bila mau
mengharap janji Allah tersebut maka di buatlah konsep pengaturan energi ketenagalistrikan yang
menginduk pada wahyu Alloh yang berujung barokah atau kesejahteraan.
Sehingga secara filosofis moral, relegiusitas dan spiritualitas menjadi dasar dari perwujudan
kesejahteraan berdasarkan maqasid al-Syari’ah. Sementara asas maqasid al-Syari’ah merupakan hak
setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok dalam hal ini kebutuhan pokok berupa
energi listrik yang di jaman modern ini masuk pada kebutuhan pokok, penciptaan lingkungan kesholehan
(spiritual), kemudian mendatangkan kemaslahatan manusia senantiasa dituntut untuk mencari
kemaslahatan.
Aktivitas ekonomi, produksi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan disebut sebagai
kebutuhan (need). Adapun tujuan kesejahteraan dalam konsep maqosid al-Syari’ah sangat komprehensif
memadukan kesejahteraan spiritual dan material. Terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia
dan akherat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wata’ala melalui petnjuknya dalam al-Qur’an, melalui contoh
dalam keteladanan Rasulullah SAW, dan melalui ijtihat dan pendapat para ulama.
Hukum internasional abad kesembilan belas sepenuhnya ditempa di Eropa; itu adalah ekspresi dari
kesadaran dan budaya Eropa bersama, dan secara geografis terletak di dalam komunitas orang Eropa
diakui secara luas bahwa hukum internasional adalah konsep Barat. Ini terkait dengan sejarah, politik, dan
23 Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir, Tahqiq oleh  Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Terjemah oleh Pustaka
Imam asy-Syafi’I, Bogor, 2003, Hlm:427
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dominasi politik kolonialisme Barat dan imperialisme yang telah menciptakan bentuk tatanan24 seperti
regulasi ketenagalistrikan barat yang liberal dan di adopsi negara-negara lainnya seperti di Indonesia
sehingga kepemilikan bebas, pemodal atau kapitalis yang berkuasa terhadap infrastruktur
ketenagalistrikan khususnya infrastruktur pembangkit listrik, yang hal ini berbeda dengan konsep
kesejahteraan asy-Syatibi bahwa Kepemilikan negara adalah mutlak , pihak bukan negara di ijinkan
dengan batasan tertentu yang tidak mengganggu kepentingan negara dalam memenuhi kewajiban
terhadap rakyatnya yaitu menyediakan kebutuhan pokok energi listrik yang cukup, berkualitas dan
berkesinambungan. Di dalam kitab  al-Muwafaqat Asy-Syatibi menyatakan25 : Sesungguhnya hukum itu
bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akherat. Pengertian tersebut, dapat dikatakan
bahwa tujuan politik hukum atau keberadaan hukum menurut As-Syatibi adalah untuk kesejahteraan umat
manusia, Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki
manusia, pemenuhan penghidupan manusia yang di jaman modern ini ini adalah kebutuhan energi listrik
termasuk kebutuhan pokok manusia.
Abu Ishaq Asyi-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, kelima tujuan hukum Islam tersebut di
dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamsah atau al-maqasid al-shari’ah. Secara umum tujuan
syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik
kemaslahatan di dunia maupun kemashlahatan di akhirat. Konsep lima tujuan hukum Islam menurut As-
Syatibi (al-Maqasid al- khamsah) yaitu memelihara harta (Hifdz Al-Maal) dengan memelihara harta
negara yang berupa penguasaan atau kepemilikan infrastruktur ketenagalistrikan dengan menjaga dari
peneyerobotan pihak swasta atau asing yang dengan dalih privatisasi yang intinya ingin memindahkan
aset negara berupa infrastruktur ketenagalistrikan dari milikm negara ke pihak pemodal/ swasta atau
memberikan lokasi investasi baru di bidang ketenagalistrikan khususnya pembangkitan listrik  kepada
pihak swasta atau asing tanpa batas yang akan membawa kepada kesengsaraan . Negara untuk menjaga
fungsinya yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya harus memelihara hal, baik dalam arti
memiliki dan menguasai operasinya, hal ini demi memudahkan dalam usaha negara untuk
menyejahterakan rakyatnya untuk masa sekarang dan masa depan.
Perlu ditegaskan bahwa konsep kesejahteraan Islam melalui maqasid al-Syari’ah tidak sama dengan
negara kesejahteraan yang diusung oleh welfare state. Sistem global-modern yang bersifat kapitalistik
telah memasung hak kemerdekaan individu, dengan di beri kebebasan kepemilikan infrastruktur
ketenagalistrikan  maka pihak swasta akan bebas mendominasi kepemilkan tersebut dan akan memainkan
peranannya terhadap kepentingan rakyat banyak, sehingga kebutuhan pokok rakyat terhadap energi
terganggu. Pemerintah wajib memiliki secara mutlak dan melakukan pengaturan ketenagalistrikan dan
intervensi-intervensi dalam melakukan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Asy-Syatibi telah
menekankan lebih besar tentang nilai-nilai moral, sehingga negara tidak dapat dilepaskan dari etika
bermasyarakat dan konsep kebijakan dalam menciptakan spirit moral-religius dan kesejahteraan umum
secara komprehensif.
Pertama, konsep hukum ketenagalistrikan modern tidak dibangun di atas konsep moral-religius-spiritual.
Sedangkan konsep hukum energi ketenagalistrikan berbasis kesejahteraan asy-Syatibi terletak pada
upayanya untuk menjadikan keimanan dan ketagwaan kepada Allah sebagai konsep titik berangkat
pandangannya mengenai kesejahteraan. Hal ini bertentangan dengan regulasi ketenagalistrikan modern,
yang pada umumnya sekuler, yang tidak bertujuan untuk memadukan secara vertikal aspirasi material dan
spiritual mausia yaitu keimanan dan ketaqwaan. Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani
urusan jamaah, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul
tanggung jawab perekonomian negara. Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran islam.
Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasul-Nya imam
ibnu Katsir : Dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab yakni, berita yang benar dan neraca yaitu
24 Shadi A. Alshdaifat, A visible theme in the history of international law: international or global?, Int. J. Public    Law and Policy, Vol. 6, No. 1,
2017.
25 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, Beirut : Dar Al-Marefah, jilid-1, 1431, hlm 9.
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keadilan , itulah kebenaran yang di akui oleh akal sehat yang menentang berbagai pendapat (pemikiran
yang menyimpang)26.
Pengembangan hak milik tersebut harus terikat dengan hukum-hukm tertentu yang telah dibuat
syara’ dan tidak boleh dilanggar ketentuan-ketentuan syara’ tersebut. Pendistribusian harus berdasarkan
dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam
bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis
yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur
tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual
yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan
masyarakat lainnya, sejalan dengan hal ini Al Imam Al Jalil Imaddudin Abul Fida’ menyatakan bahwa
harta tidak boleh beredar hanya pada orang orang kaya saja supaya tidak menjadi sesuatu yang obyek di
kumsusmsi orang orang kaya saja, sehingga mereka bias membelanjakan hanya dengan dasar syahwat dan
keinginan tanpa dasar27.
efek dari kepemilikan dan penguasaan oleh kapitalis tak terbatas akan mempengaruhi keadilan distribusi
energi listrik yang turunannya akan berpengaruh terhadap distribusi ekonomi yang selanjutnya
berpengaruh keadilan distribusi kesejahteraan. Sebagaimana pendapat Abu Fida’ Ismail Ibnu Katsir yang
menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan
individu melainkan juga kekayaan negara28, dalam hal ini infrastruktur ketenagalistrikan merupakan
kekayaan negara dan negaralah yang dominan untuk berkuasa dan membuat kebijakan yang berkeadilan
social dan menyejahterakan rakyat.
Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada KhalikNya.
Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat
kemanusiannya. Apabila sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat
yang mulia, baik di sisi Allah maupun terhadap sesama manusia. Selain itu, peranan maqashid syariah di
dalam menjaga/memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang
dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan
sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.
Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk
semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga
semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya).Allah membekalinya
kemampuan dan kekuatan untuk memimpin bumi, agar bisa sampai kepada puncak kesempurnaan materi
dan kemuliaan ruhani. Manusia tidak mungkin bisa merealisasikan tujuan dan sasarannya melainkan
apabila semua unsur perkembangan terpenuhi, dan dia menggunakan dan mengambil hak-haknya secara
sempurna. Allah menjadikan ajaran yang diserukan Islam sebagai sebab kehidupan yang komprehensif
dan dapat merealisasikan kebahagiaan di dua negeri; dunia, dan akhirat.
Konsep maqasid al-Syari’ah tujuan hukum energi ketenagalistrikan basis kesejahteraan asy-Syatibi
menempatkan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai kepemilikan negara (penguasaan negara) sebagai
bagian memelihara harta, dalam Batasan tertentu non negara di ijinkan, sehingga keuntungan mengalir ke
kas negara dan juga demi menjaga kedaulatan negara terhadap energi yang berakhir kesejahteraan secara
kolektif negara dan rakyatnya. Distribusi energi berdasarkan kebutuhan rakyat dan kebijakan di
pertanggjawabkan kepada  Alloh Selalu berusaha menyejahterakan secara kolektif negara sendiri, berbeda
dengan konsep liberal yang mempertangungjawabkan kepada pemilik modal dengan dasar murni
keuntungan.
Konsep maqasid al-Syari’ah tujuan hukum energi ketenagalistrikan basis kesejahteraan asy-Syatibi
Mengijinkan kepemilikan di luar kepemilikan negara sebatas tidak mengganggu kedaulatan negara dan
26 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min Ibnil Katsiir, Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo,1414 H,
Al Hadiid (25).
27 Al Imam Al Jalil Imaddudin Abul Fida’ , AL Misbakhu Almuniiru fi Tahdib Tafsiru Ibnu Katsir, Maktabah Darussalam, Riyadh Arab Saudi,
2000, hlm: 383
28 Al Imami Hafidi Amidi Daini Abu Fida’ Ismail Ibnu Katsir Damsiqi, Tafsiru Qur’anil Adiim, Maktabatu Taufiqiyyah, Kairo Mesir, 2008,
hlm: 260.
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tidak membahayakan kedaulatan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Distribusi
infrastruktur atau energi listrik Tidak memandang kesulitan wilayah (pulau-pulau) terhadap aspek
keuntungan bisnis, sehingga distribusi energi akan diperhatikan secara merata karena pertimbangan suatu
kewajiban bukan pilihan keuntungan.
Asy-Syatibi memberi dua dlawabith al-maslahah (kriteria maslahat) sebagai batasan : pertama , maslahat
itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa
nafsu. Kedua, maslahah itu bersifat universal (kulliyah) Tuhan telah mengungkapkan syariat-Nya yang
menjadi berkah bagi semua manusia.
Al-Syatibi menempatkan Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta) sebagai faktor utama dalam elemen
kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar tingkat ke ke lima, dari lima tingkat kebutuhan dasar
yang secara berurutan sebagai berikut: Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara
Jiwa), Hifdz Al’Aql (Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal
(Memelihara Harta). Kebutuhan dasar tingkat pertama adalah kebutuhan Hifdz Ad-Din (Memelihara
Agama) karena kebutuhan dasar agama adalah fitroh manusia yang menjadi penentu dalam mengarahkan
kehidupan manusia di dunia ini. Ketika kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi, maka kebutuhan-
kebutuhan yang lain akan menyusul. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta) adalah kebutuhan sejahtera atau
maslahah, akan tercapai jika semua kebutuhan yang pokok dipenuhi merupakan alat untuk mencapai
maslahah dunia akherat. Sesunguhnya di antara peran terpenting dan sebaik-baiknya amalan yang
mendekatkan diri kepada Alloh Ta’ala, adalah saling menasehati, mengarahkan kepada kebaikan, nasehat
menasehati dalam kebenaran dan kesabaran29.
Hukum Islam itu disyari’atkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara
mutlak”. Menurut asy-Syatibi (730 –790 H):30 “Maslahat itu (maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil
khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara’. Artinya pada maslahat
tadi ada jenis yang dibenarkan oleh syara’ dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Itulah istidlal mursal
yang dinamakan masalih mursalah.  Dalam kaitan ini asy-Syatibi di dalam al-Muwafaqat menyatakan:31
“Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nass tertentu, dan ia sejalan dengan
tindakan syara’, maknanya diambil dari dalil-dalil syara’ maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan
hukum dan dijadikan tempat kembali.
Gambar.3.Konsep Hukum energi ketenagalistrikan berbasis nilai-nilai kesejahteraan
29 Paryono, Jihad Konstitusi dan Kepedulian Muhammadiyah Atas kedaulatan Energi Listrik, Majalah Tabligh No. 10 / XVII,      Shafar 1441 H
/ 15 september-15 oktober 2019 M,
30 Asy-Syatibi, al-I’tisam, Dar al-Ma’rifah, t.th., Beirut, juz II, h. 115
31 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari\ah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), juz II, h. 39-40
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Konsep Hukum energi ketenagalistrikan sudah seharusnya mencerminkan karakteristik bangsa
Indonesia, yaitu di dasarkan pada fakta sosial yang tak lepas dari nilai-nilai etik , moral, dan agama (ad-
dien), berke-Tuhanan Yang Maha Esa, bukan pemahaman liberalisme yang memisahkan dari agama.
Konsep Hukum energi ketenagalistrikan harus sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham
kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai dengan UUD 1945 pasal 33.  Kepemilikan infrastruktur
ketenagalistrikan, bukan hanya hak pengoperasian saja melainkan hak memiliki. Di Indonesia hukum
yang berdimensi berke-Tuhanan Yang Maha Esa sesungguhnya mendapat  apresiasi dan ruang baik pada
aspek filosofis, konstitusional maupun sosiologis. Sejak kedatangan agama Islam pengaruh hukum Islam
itu cukup besar kepada masyarakat di wilayah Nusantara. Sebagai the living law, hukum Islam itu
menjadi bagian dari kesadaran hukum rakyat yang tidak bisa di abaikan.   Islam mengatur hal ini
infrastruktur ketenagalistrikan sebagai kepemilikan negara, karena negara sebagai penanggung jawab
kepentingan umum (mashalih al-ammah). Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal:
air, padang rumput, dan api,  tiga hal yang telah disebutkan itu tidak boleh dimonopoli oleh sebagian
masyarakat karena tiga hal tersebut merupakan milik bersama seluruh kaum muslimin. energi listrik
(infrastruktur) tidak boleh di monopoli oleh sebagian orang atau sekelompok pemodal dan harus di kuasai
negara untuk di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, api di sini kita analogikan energi
listrik, jadi negara harus memastikan agar bumi, api (energi listrik) dapat diakses oleh segenap warga
manusia untuk kebutuhan hidupnya, sehingga segala cara dan usaha untuk memonopoli sumber-sumber
kehidupan bagi orang banyak sekadar untuk memuaskan kepentingan pribadi ataupun sekelompok orang
harus dapat dicegah oleh negara.
Kekuasaan penguasa yaitu negara harus dapat menjamin amanat Allah untuk menghantarkan
anugrahnya berupa energi listrik harus sampai ke tangan segenap rakyatnya. Infrastruktur
ketenagalistrikan dalam perspektif asy-Syatibi infrastruktur ketenagalistrikan harus di kuasai oleh negara,
sehingga keuntungan dari penyelenggaraan ketenagalistrikan kembali ke negara bukan ke kapitalis , Asy-
Syatibi menyatakan bahwa keberadaan hukum (regulasi)  itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan
manusia di dunia dan akherat. Kemaslahatan dalam hal ini energi listrik yang menyangkut pemenuhan
penghidupan manusia dan untuk kesejahteraan manusia secara umum. Di bawah konsep maqasid syariah,
proksi kekayaan dipandang sebagai yang terendah dalam hierarki proksi, tetapi itu tidak berarti bahwa
proksi kekayaan tidak penting, karena perlindungan ini merupakan mekanisme untuk mencapai jenis
perlindungan lainnya.
Sistem hukum nasional Indonesia di sektor ketenagalistrikan harus di bangun secara integratif artinya
suatu sistem hukum ketenagalistrikan yang dipandang relevan dalam menghadapi tantangan dan
perkembangan dunia global ketenagalistrikan dalam paradigma Ke-Tuhanan yang Maha Esa. Konsep
hukum konteks ke-Indonesiaan dalam sektor ketenagalistrikan yang merupakan perpaduan nilai-nilai,
prinsip-prinsip, dan norma-norma ad-dien (agama)  dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan norma
hukum positif negara yang ideal dalam memperbaiki kualitas undang undang ketenagalistrikan di
Indonesia. Hukum energi ketenagalistrikan yang berbasis nilai-nilai kesejahteraan sangat dibutuhkan
supaya membuahkan kebijakan yang dapat mengamputasi menjalarnya hegemoni kapitalisme global
dalam infrastruktur energi ketenagalistrikan (infrastruktur pembangkit listrik di Indonesia).  Kekuasaan
suatu negara akan infrastruktur ketenagalistrikan secara penuh di perlukan agar sebuah negara bisa
berdaulat tentang masa depan akan ekonomi, pembangunan bangsa. liberalisasi infrasruktur
ketenagalistrikan yakni konsep liberal yang bebas harus di batasi, dalam hal ini khusus kepemilikan
infrastruktur pembangkit pihak swasta harus di batasi sebesar maksimal 20 % dari sub sistem tenaga
listrik yang ada di suatu wilayah dan juga maksimal 20% dari total sistem energi listrik secara nasional ,
supaya dominasi milik negara terjadi bukan dominasi pihak swasta baik secara keseluruhan secara






1.  Hukum energi ketenagalistrikan yang berlaku saat ini menganut sistem ekonomi pasar bebas tidak
sejalan dengan demokrasi ekonomi kebersamaan dan asas kekeluargaan, sehingga bertentangan
dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Liberalisasi ketenagalistrikan akan  memupuk kekuatan
kapitalis, serta akan melemahkan badan usaha ketenagalistrikan milik negara. Negara atau pemerintah
Indonesia hanya di fungsikan sebagai alat regulasi, sebagai kepanjang tanganan kapitalis, negara akan
kehilangan titik-titik strategis bisnis energi listrik, keuntungan maksimal hanya akan mengalir ke
kapitalis. Hal ini akan bermuara akan tidak adanya dana untuk pengembangan (investasi) infrastruktur
ketenagalistrikan. Pengembangan infrastruktur di ambil alih oleh pihak pemodal (swasta), sehingga
infrastruktur ketenagalistrikan sebagai struktur pondasi dasar ekonomi tergantung oleh peran
pengembang swasta atau kapitalis. Kenyataan demikian  kedepannya akan sulit mendapatkan harga
energi listrik yang terjangkau untuk rakyat secara umum, sehingga akan menyulitkan cita
kesejahteraan secara umum bangsa Indonesia.
2. Konsep hukum energi ketenagalistrikan harus sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut
paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai UUD 1945 dan perubahannya sesuai pasal 33 ayat
2-3. Ketenagalistrikan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan cabang produkasi penting
yang lain, sehingga harus dikuasai oleh negara, dan makna penguasaan negara adalah mencakup
kepemilikan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara.
Kepemilikan Infrastruktur ketenagalistrikan dalam perspektif asy-Syatibi harus di kuasai oleh
negara, sehingga keuntungan dari penyelenggaraan ketenagalistrikan kembali ke negara, Asy-Syatibi
menyatakan bahwa keberadaan hukum (regulasi)  itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia
di dunia dan akherat. Energi listrik yang menyangkut pemenuhan penghidupan manusia dan untuk
kesejahteraan manusia secara umum. Di bawah konsep maqasid syariah, proksi kekayaan
(infrastruktur ketenagalistrikan) dipandang sebagai yang terendah dalam hierarki, tetapi itu tidak
berarti bahwa proksi kekayaan tidak penting, karena perlindungan ini merupakan mekanisme untuk
mencapai jenis perlindungan lainnya.
Sistem hukum nasional Indonesia di sektor ketenagalistrikan harus di bangun secara integratif
artinya suatu sistem hukum ketenagalistrikan yang dipandang relevan dalam menghadapi tantangan
dan perkembangan dunia global ketenagalistrikan dalam paradigma Ke-Tuhanan yang Maha Esa.
Konsep hukum konteks ke-Indonesiaan dalam sektor ketenagalistrikan yang merupakan perpaduan
nilai, prinsip dan norma-norma ad-dien (agama)  dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan norma
hukum positif negara yang ideal dalam memperbaiki hukum energi ketenagalistrikan di Indonesia.
Kepemilikan infrastruktur pembangkit pihak swasta (kapitalis) harus di batasi sebesar maksimal 20
% dari sub sistem tenaga listrik yang ada di suatu wilayah dan juga maksimal 20% dari total sistem
energi listrik secara nasional , supaya dominasi milik negara terjadi bukan dominasi pihak swasta
baik secara keseluruhan secara nasional maupun secara tempat tertentu yang memang mendatangkan
laba secara signifikan dari segi bisnis energi listrik.
B. Rekomendasi
Kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia sudah seharusnya sesuai dengan konsep demokrasi
ekonomi kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 1945 dan perubahannya ayat 2-3.
Liberalisasi infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkitan) akan berimplikasi terhadap upaya negara
untuk menyejahterakan rakyatnya, sesuai dengan Pancasila sila ke -5 yaitu: Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu ada beberapa rekomendasi yang di tujukan kepada:
1. Di tujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Republik Indonesia Tahun 2019-2023 untuk
melakukan penggantian atau perubahan undang-undang ketenagalistrikan yaitu UU No.30 Tahun
2009 tentang ketenagalistrikan yang berprinsip pasar bebas, di ganti yang sejalan dengan demokrasi
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ekonomi kebersamaan dan asas kekeluargaan demi kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan
umum rakyat Indonesia.
2. Pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar
mencerminkan kedaulatan berada di tangan ralryat (kedaulatan energi listrik), sehingga dapat
menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan
ketenagalistrikan harus tunduk terhadap konstitusi negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI dan
perubahannya pasal 33: ayat 2-3.
3. Energi listrik merupakan pemenuhan kebutuhan kepentingan umum dan struktur dasar ekonomi di
jaman post modernisme ini, maka masyarakat Indonesia (organisasi masyarakat) untuk
memonitoring produk hukum energi ketenagalistrikan atau kebijakan ketenagalistrikan yang di
jalankan pemerintah, supaya tidak menyimpang dari rell konstitusi Negara Republik Indonesia.
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Wawancara.
Adian Husaini. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Wawancara di Sawangan, Magelang, Jawa Tengah Ahad,tanggal 15 september 2019, pukul 15:00 WIB.
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Muh Muinudinillah Basri. Kepemimpinan Yang berketuhanan dan Menjalankan Syari’at, Majalah Tabligh, No.01/XV1/ Jumadil awal 1440 H /
Januari 2019 M.
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